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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR MENYEBABKAN LUKA 

BERAT DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw) 

 

 

Oleh 

 

Natanael Alexander 

 

Penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang 

kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau 

anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban. Menurut 

doktrin, penganiayaan mempunyai beberapa unsur yaitu adanya kesengajaan, 

perbuatan, akibat perbuatan (yang dituju). Unsur-unsur inilah yang akan 

membedakan jenis penganiayaan apa yang dilakukan. Jenis-jenis tindak pidana 

yaitu penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, berat berencana, penganiayaan 

terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan. 

Dalam praktiknya, cukup sulit membedakan antara penganiayaan biasa dengan 

penganiayaan. Pasalnya, dalam hal pembuktian yang digunakan hanya meliputi 

alat bukti berupa Visum et Repertum dari Saksi Korban dan keterangan dari para 

Saksi. Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw, Majelis Hakim 

memutus suatu perkara yang melibatkan Terdakwa Roni Setiawan sebagai tindak 

pidana penganiayaan biasa. Namun, hal tersebut sangat bertentangan dengan Jaksa 

Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana 

penganiayaan berat dengan bukti yang berupa akibat yang dialami oleh Saksi 

Korban Tiara Agustina. 

 

Pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penerapan 

hukum materiil terhadap tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 

96/Pid.B/2022/PN.Liw serta apa yang membedakan antara penganiayaan biasa 

dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sesuai dengan sistem hukum 

pidana di Indonesia. 
 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari 
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ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum serta wawancara. Adapun 

bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang 

teknik pengolahannya menggunakan analisis kualitatif normatif. 

 

Hasil penelitian ini bahwa pembuktian unsur luka berat dalam tindak pidana 

penganiayaan pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw tidak terpenuhi 

berdasarkan hasil Visum et Repertum Saksi Korban yang diperkuat dengan 

keterangan para Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang 

meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur luka berat dalam perkara tersebut tidak 

terpenuhi, serta hal yang dapat membedakan antara tindak pidana penganiayaan 

biasa dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat dilihat 

berdasarkan unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak dan diperkuat dengan alat bukti 

surat yaitu Visum et Repertum. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuktian unsur luka berat dalam tindak 

pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw tidak terpenuhi 

dan didasarkan dengan alat bukti yang sah, baik berupa surat maupun keterangan 

Saksi, serta hal yang dapat membedakan antara tindak pidana penganiayaan biasa 

dengan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilihat dan ditinjau dari 

unsur-unsur mana yang terpenuhi. 

 

Kata Kunci: Pembuktian Unsur, Luka Berat, Penganiayaan . 
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ABSTRACT 

 

JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE OF CAUSING SERIOUS 

INJURY IN THE CRIMINAL ACTION OF PERSECUTION 

(Study of Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw) 

 

By 

 
Natanael Alexander  

 
Persecution is all unlawful acts and actions of a person against a person that 

endangers or causes pain to the body or limbs of the human body in which the 

victim suffers injuries. According to the doctrine, persecution has several 

elements, namely the existence of intentional, actions, consequences of actions 

(targeted). These elements will determine what type of persecution is carried out. 

The types of crimes are ordinary, light, premeditated, serious, aggravated 

maltreatment, maltreatment against people of certain qualities or in a certain 

aggravating way. In practice, it is quite difficult to distinguish between ordinary 

persecution and persecution. This is because in terms of the evidence used only 

includes evidence in the form of Visum et Repertum from witness victims and 

statements from witnesses. Based on Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw, 

the Panel of Judges decided a case involving the Defendant Roni Setiawan as a 

crime of simple maltreatment. However, this is in stark contrast to the Public 

Prosecutor who is of the opinion that the Defendant committed the crime of 

serious maltreatment with evidence in the form of the consequences experienced 

by the Witness Victim Tiara Agustina.  

The main issues to be discussed in this study are the application of material law to 

the crime of maltreatment in Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw and what 

distinguishes between ordinary maltreatment and maltreatment that causes serious 

injury in accordance with the criminal law system in Indonesia . 

The research method used by the authors in this research is normative legal 

research using data sources derived from statutory provisions and legal documents 

as well as interviews. The legal materials used are primary and secondary legal 

materials whose processing techniques use normative qualitative analysis. 
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The results of this study show that the evidence of serious injury in the crime of 

persecution in Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw was not fulfilled based on 

the results of the Visum et Repertum of the Victim Witness which  

wasstrengthened by the statements of the Witnesses and the facts that occurred in 

the trial that took place convinced the Panel of Judges that the element of serious 

injury in the case was not fulfilled, and the things that could distinguish between 

the crime of simple maltreatment and persecution that caused serious injury could 

be seen based on whether the elements were fulfilled or not and strengthened by 

documentary evidence, namely Visum et Repertum. 

The conclusion of this study is that the evidence of serious injury in the crime of 

persecution in Decision Number 96/Pid.B/2022/PN.Liw is not fulfilled and is 

based on valid evidence, both in the form of letters and statements of witnesses, as 

well as things that can distinguish between The crime of simple maltreatment with 

maltreatment causing serious injury is seen and reviewed from which elements are 

fulfilled. 

Keywords: Elemental Evidence, Serious Injury, Persecution 
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MOTTO 

 

“Hendaklah damai sejahtra Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah 

kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.“ 

 

(Kolose 3 : 15) 

 

 

 

“Hidup bukanlah menunjukan seberapa benar dirimu tetapi membuktikan 

seberapa bergunanya dirimu.” 

 

(Natanael Alexander) 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Masyarakat Indonelsia sellalul telrikat delngan hulkulm, selsulai delngan Ulndang-

Ulndang Dasar Relpulblik Indonelsia 1945 (sellanjultnya disingkat UlUlD NKRI 

1945) seltellah amandelmeln yaitul Pasal 1 ayat (3): “Indonelsia ialah Nelgara yang 

belrdasar atas nama hulkulm (relchtstaat)”, tidak belrdasar atas kelkulasaan bellaka 

(machstaat). Indikasi bahwa Indonelsia melnganult konselpsi wellfarel statel telrdapat 

pada kelwajiban pelmelrintah ulntulk melwuljuldkan tuljulantuljulan nelgara, 

selbagaimana yang telrmulat dalam alinela kelelmpat Pelmbulkaan UlUlD NKRI 1945, 

yaitul: “Mellindulngi selgelnap bangsa Indonelsia dan sellulrulh tulmpah darah 

Indonelsia, melmajulkan kelseljahtelraan ulmulm, melncelrdaskan kelhidulpan bangsa 

dan ikult mellaksanakan keltelrtiban dulnia”. 

 

Cita-cita filsafat yang tellah dirulmulskan para pelndiri kelnelgaraan dalam konselp 

“Indonelsia adalah nelgara hulkulm“, melngandulng arti, bahwa dalam hu lbulngan 

antara hulkulm dan kelkulasaan, bahwa kelkulasaan tulndulk pada hulkulm selbagai 

kulnci kelstabilan politik dalam masyarakat. Dalam nelgara hulkulm, hulkulm 

melrulpakan tiang ultama dalam melnggelrakkan selndi-selndi kelhidulpan 

belrmasyarakat, belrbangsa dan belrnelgara. pelrkelmbangan selbagaimana 

pelrkelmbangan dari masyarakat itul selndiri Belrbagai pelrulbahan selnantiasa telrjadi 

baik selcara pelrlahan hingga hampir lulpult 
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Tindak pidana atau l keljahatan selbagai pelrbulatan manulsia sellalul melngalami dari  

pelninjaulan yang biasa, ataul telrjadi belgitul celpat selhingga sulkar ulntulk 

melnyatakan delngan pasti adanya lelmbaga kelmasyarakatan yang melneltap, dalam 

hal ini melnangani ataul melmprosels sulatul tindak pidana ataul keljahatan.  

 

Belrbagai macam keljahatan telrhadap tulbulh dan keljahatan telrhadap nyawa atau l 

biasa dikelnal delngan pelnganiayaan dan pelmbulnulhan. Tindakan pelnganiayaan 

melnjadi salah satul felnomelna yang su llit hilang didalam kelhidulpan 

belrmasyarakat. Belrbagai tindakan pelnganiayaan yang selring telrjadi selpelrti 

pelmulkullan dan kelkelrasan fisik selringkali melngakibatkan lulka pada bagian tulbulh 

ataul anggota tulbulh korban, bahkan tidak jarang melmbulat korban melnjadi cacat 

fisik selulmulr hidu lp telrmasulk kelmatian. Sellain itul tindakan pelnganiayaan julga 

tidak jarang melnimbullkan elfelk ataul dampak psikis pada si korban selpelrti 

traulma, keltakultan, ancaman, bahkan telrkadang ada korban pelnganiayaan yang 

melngalami ganggu lan jiwa dan melntal. 

 

Felnomelna tindakan pelnganiayaan bulkanlah hal yang barul dalam aksi-aksi 

kelkelrasan fisik dan psikis, dan dapat dijulmpai dimana mana selpelrti di 

lingkulngan rulmah tangga ataul kellularga, di telmpat ulmulm, maulpuln di telmpat-

telmpat lainnya selrta dapat melnimpa siapa saja bila melnghadapi sulatul masalah 

delngan orang lain. 

 

Belbelrapa kasuls melnjellaskan bahwa selbagian orang ataul selkellompok orang 

selngaja mellakulkan pelnganiayaan kelpada orang lain diselbabkan belbelrapa faktor 

selpelrti delndam, pelncelmaran nama baik, pelrasaan dikhianati ataul dirulgikan, 

melrasa harga diri dan martabatnya direlndahkan ataul dilelcelhkan dan motif-motif 
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lainnya. Sellain itul, tidak seldikit orang julga telrlibat pelrsellisihan paham, 

pelrkellahian ataul pelrtelngkaran yang melndorong dirinya mellakulkan pelnganiayaan 

selcara tidak selngaja. 

 

Telpatnya di Kabulpateln Lampulng Barat telrjadi selbulah pelristiwa pada hari Sabtul, 

9 April tahuln 2022 ataul seltidak-tidaknya pada hari dan tanggal lain pada Bullan 

April 2022 selkira pulkull 11.00 WIB selorang laki-laki belrnama Roni Seltiawan 

Bin Amin Jaya, belrulsia 43 tahuln yang belrtelmpat tinggal di Pelkon Sulkananti, 

Kelcamatan Way Telnong, Kabulpateln Lampulng Barat, tellah mellakulkan 

pelnganiayaan yang tellah melngakibatkan lulka belrat kelpada selorang korban yang 

belrnama Tiara Agulstina Binti M. Tohir. Kelmu ldian disidik polisi pada tanggal 28 

april 2022 dan diajulkan kel Pelngadilan Nelgelri Liwa pada tanggal 6 Ju lli 2022 

seltellah belrkas pelrkaranya dilimpahkan olelh pelnyidik kelpada keljaksaan . Dan 

sellanjultnya diajulkan banding olelh pihak korban yang belrkas pelrkaranya 

dilimpahkan Pelngadilan Nelgelri kelpada Pelngadilan Tinggi pada tanggal 16 

Agulstuls 2022. 

 

Hakim Keltula di Pelngadilan Nelgelri Liwa dalam pelrsidangan melnyatakan bahwa 

Telrdakwa belrnama Roni Seltiawan Bin Amin Jaya tellah telrbulkti belrsalah 

mellakulkan tindak pidana pelnganiayaan kelpada korban Tiara Agulstina Binti M. 

Tohir . Majellis Hakim belrkelyakinan Telrdakwa tellah mellanggar pasal 351 ayat 

(1) Kitab Ulndang-ulndang Hulkulm Pidana. Namuln Majellis Hakim melmbelbaskan 

Telrdakwa dari dakwaan primelr karna tidak telrbulkti selcara sah mellakulkan tindak 

pidana pelnganiayaan yang melnyelbabkan lulka belrat. Olelh karelna itul telrdakawa 

dihulkulm pelnjara sellama 2 (dula) tahuln dikulrangi masa tahanan. (Pultulsan Nomor 

96/Pid.B/2022/PN Liw). 
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Belrdasarkan pultu lsan dari Majellis Hakim Pelngadilan Nelgelri Liwa, Jaksa 

Pelnulntult Ulmulm tidak selpelndapat dikarelnakan pultulsan hakim Pelngadilan Nelgelri 

Liwa telrselbult tidak melmelnulhi rasa keladailan telrultama telrhadap saksi korban 

TIARA AGUlSTINA Binti M. TOHIR, yang melrulpakan selorang pelrelmpulan. 

Belrdasarkan fakta pelrsidangan saksi TIARA AGUlSTINA BINTI M. TOHIR 

melngalami lulka robelk pada kelpala atas bagian bellakang selbellah kiri, telrdapat 

lelbam pada bagian mata selbellah kiri, telrdapat melmar kelmelrahan pada bagian 

dalam lelngan kanan selbellah kiri dan belranggapan pelnganiayaan telrselbult masulk 

keldalam katelgori pelnganiayaan belrat. Pultulsan hakim pada prosels pelrsidangan di 

Pelngadilan Tinggi melngulatkan Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Liwa, Nomor 

96/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 Agulstuls  2022 yang dimintakan banding 

telrselbult. 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang pelrmasalahan diatas, maka melndorong pelnullis 

ulntulk mellakulkan pelnellitian delngan juldull “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur 

menyebabkan Luka Berat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi 

Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Liw).” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Belrdasarkan ulraian yang dikelmulkakan pada latar bellakang maka pelrmasalahan 

yang akan ditelliti, yaitul selbagai belrikult: 

a. Bagaimanakah pelnelrapan hulkulm matelriil telrhadap tindak pidana 

pelnganiayaan pada Pultulsan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw? 

b. Apa yang melmbeldakan antara pelnganiayaan biasa delngan pelnganiayaan 

yang melnyelbabkan lulka belrat? 
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2. Ruang Lingkup 

Belrdasarkan latar bellakang yang tellah diulraikan di atas dan dari pelrmasalahan 

yang timbull, maka rulang lingkulp ini lelbih difokulskan pada pelmbulktian tindak 

pidana pelnganiayaan yang melnyelbabkan lulka belrat dan tindak pidana 

pelnganiayaan biasa yang dimana pelrkara ini telrmasulk salah satul pelrkara yang 

melmiliki kelsamaan namuln bila ditellaah lelbih lanjult akan sangat telrlihat 

pelrbeldaannya. Ru lang lingkulp lokasi pelnellitian ini adalah pada wilayah hulkulm 

Kabulpateln Lampu lng Barat dan waktul pelnellitian dilaksanakan pada Tahuln 2022. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan pelrmasalahan yang dikelmulkakan diatas, maka tuljulan pelnellitian ini 

adalah selbagai belrikult: 

a. Ulntulk melngeltahuli pelnelrapan hulkulm matelriil telrhadap tindak pidana 

pelnganiayaan belrdasarkan Pultulsan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw. 

b. Ulntulk melngeltahuli pelrbeldaan pelnganiayaan biasa delngan pelnganiayaan yang 

melnye lbabkan lulka belrat. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kelgulnaan pelnellitian ini dibeldakan kel dalam 2 (dula) belntulk, yaitul selbagai 

belrikult: 

a. Kelgulnaan Teloritis 

Kelgulnaan teloritis dari hasil pelnellitian ini adalah ulntulk melmbelrikan 

sulmbangan pelmikiran selrta pelngeltahulan bagi pelrkelmbangan disiplin ilmul 

hulkulm pidana khulsulsnya belrhulbulngan delngan pelmbulktian tindak pidana 
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pelnganiayaan yang melnyelbabkan lulka belrat dan tindak pidana pelnganiayaan 

biasa. 

 

b. Kelgulnaan Praktis 

Kelgulnaan praktis dari hasil pelnullisan yang belrbelntulk skripsi ini diharapkan 

dapat belrgulna bagi pelnullis dalam melnggali dan melngelmbangkan ilmul 

hulkulm, khulsulsnya ilmul hulkulm pidana dan ulntulk melnambah informasi bagi 

para pihak yang telrtarik ulntulk melngadakan pelnellitian lanjultan telntang 

pelmbulktian tindak pidana yang melnyelbabkan lulka belrat dan tindak pidana 

pelnganiayaan biasa. 

 

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kelrangka teloritis ialah konselp-konselp yang selbelnarnya melrulpakan abstraksi 

dari pelmikiran ataul kelrangka aculan yang pada dasarnya belrgulna ulntulk 

melngadakan idelntifikasi telrhadap dimelnsi-dimelnsi sosial yang dianggap rellelvan 

olelh pelnelliti.
1
 

Belrdasarkan  delfinisi  telrselbult  maka  kelrangka  teloritis  yang  digulnakan  dalam 

pelnellitian ini adalah telori pelngeltahulan. 

a) Teori Pengetahuan (Voorstellingtheorie) 

Telori Pelngeltahulan ataul diselbult julga melmbayangkan diajarkan olelh selorang ahli 

hulkulm Jelrman yang belrnama Frank dalam bulkul yang belrjuldull Gielszeln pada 

tahuln 1907.
2
 Di Bellanda, pelnganultnya antara lain ialah Von Hamell. Melnulrult 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 124. 

2
 Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, ―Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana 

Indonesia,‖ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1, (2020), h. 80. 
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telori ini, pellakul tindak pidana tidak haruls melnghelndaki akibatnya, mellainkan 

hanya dapat vorstellleln (melmbayangkan/melnyangka) bahwa pelrbulatannya itu l 

akan timbull, suldah culkulp ulntulk melnyatakan pellakul. Moelljatno belrpelndapat 

bahwa dalam kelselngajaan, telori pelngatahulan lelbih melmulaskan dibanding telori 

kelhelndak. Hal ini dinyatakan olelh Moelljatno karelna ulntulk melnghelndaki selsulatul, 

selselorang suldah lelbih dahullul haruls melmpu lnyai pelngeltahulan ataul gambaran 

telrkait selsulatul telrselbult. Delngan melmakai telori pelngatahulan dalam pelmbulktian 

maka proselsnya dianggap lelbih singkat karelna hanya belrhulbulngan delngan 

ulnsulr-ulnsulr pelrbu latan yang dilakulkan saja, selpelrti apakah telrdakwa melngeltahuli, 

melnginsafi, ataul melngelrti akan pelrbulatannya bahkan akibat dari pelrbulatan 

telrselbult, selrta keladaankeladaan yang melnye lrtainya. Namuln, telrdapat 

konselkulelnsi dalam melmakai telori pelngeltahu lan ini, yaitul dalam melmbulktikan 

adanya sulatul kelselngajaan dapat ditelmpulh delngan dula cara. Pelrtama delngan 

melmbulktikan adanya hulbulngan kaulsal dalam batin (melnsrela) telrdakwa antara 

motif dan tuljulan, dan yang keldula pelmbulktian adanya pelnginsafan telrhadap 

pelrbulatan belselrta akibat dan belrbagai keladaan yang melnye lrtainya.
3
 

 

b) Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 

Pelmbulktian dalam pelrkara pidana belrbelda delngan pelmbulktian dalam pelrkara 

pelrdata. Dalam pelmbulktian pelrkara pidana (hulkulm acara pidana) adalah 

belrtuljulan ulntulk melncari kelbelnaran matelriil, yaitul kelbelnaran seljati ataul yang 

selsulnggulhnya, seldangkan pelmbulktian dalam pelrkara pelrdata (hulkulm acara 

pelrdata) adalah belrtuljulan ulntulk melncari kelbelnaran formil, artinya hakim tidak 

bolelh mellampauli batas-batas yang diajulkan olelh para pihak yang belrpelrkara. 

                                                           
3
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. h., 187-188. 
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Jadi hakim dalam melncari kelbelnaran formal culkulp melmbulktikan delngan 

‛prelpondelrancel of elvidelncel‛, seldangkan hakim pidana dalam melncari kelbelnaran 

matelriil, maka pelristiwanya haruls telrbulkti (belyond relasonablel doulbt).
4
 

Pelmbulktian selcara bahasa (telrminologi), melnu lrult kamuls Belsar Bahasa Indonelsia 

adalah sulatul prosels pelrbulatan, cara melmbulktian, sulatul ulsaha melnelntulkan belnar 

ataul salahnya si telrdakwa di dalam sidang pelngadilan.
5
 Dalam hal ini 

pelmbulktian melru lpakan salah satul ulnsulr yang pelnting dalam hulkulm acara 

pidana. dimana melnelntulkan antara belrsalah ataul tidaknya selorang telrdakwa 

didalam pelrsidangan.  

 

Melnulrult Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pelmbulktian adalah melngandulng 

maksuld dan ulsaha ulntulk melnyatakan kelbelnaran adalah sulatul pelristiwa, selhingga 

dapat ditelrima olelh akal telrhadap kelbelnaran pelristiwa telrselbult. Dalam hulkulm 

acara pidana, acara pelmbulktian adalah dalam rangka melncari kelbelnaran matelriil 

dan KUlHAP yang melneltapkan tahapan dalam melncari kelbelnaran seljati yaitul 

mellaluli: 

a. Pelnyidikan 

b. Pelnulntultan 

c. Pelmelriksaan dalam Pelrsidangan 

d. Pellaksanaan, Pelngawasan, dan Pelngamatan 

  

                                                           
4
 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rangkang Education, 

2013),241. 

5
 Ebta Setiawan, ‚arti atau makna pembuktian‛ dalam http:// KBBI.web.id/arti atau makna 

pembuktian. diakses pada 10 Maret 2017. 
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Selhingga acara pelmbulktian hanyalah melrulpakan salah satul fasel ataul proseldulr 

dalam pellaksanaan hulkulm acara pidana selcara kelsellulrulhan. Yang selbagaimana 

diatulr didalam KUlHAP.
6
  

Melnulrult J.C.T. Simorangkir, bahwa pelmbulktian adalah ‛ulsaha dari yang 

belrwelnang ulntulk melngelmulkakan kelpada hakim selbanyak mulngkin hal-hal yang 

belrkelnaan delngan sulatul pelrkara yang belrtulju lan agar sulpaya dapat dipakai olelh 

hakim selbagai bahan ulntulk melmbelrikan kelpultulsan selpelrti pelrkara telrselbult‛. 

Seldangkan melnulrult Darwan , bahwa pelmbu lktian adalah ‛pelmbulktian bahwa 

belnar sulatul pelristiwa pidana tellah telrjadi dan telrdakwalah yang belrsalah 

mellakaulkannya, selhingga haruls melmpelrtanggulngjawabkannya.
7
  

Melnulrult Suldikno Melrtokulsulmo melnggulnakan istilah melmbulktikan, delngan 

melmbelrikan pelngelrtian, selbagai belrikult:
8
 

a. Kata melmbulktikan dalam arti logis, artinya melmbelri kelpastian yang belrsifat 

multlak, karelna belrlakul bagi seltiap orang dan tidak melmulngkinkan adanya 

bulkti-bulkti lain.  

b. Kata melmbulktikan dalam arti konvelnsional, yaitul pelmbulktian yang 

melmbelrikan kelpastian, hanya saja bulkan kelpastian multlak mellainkan 

kelpastian yang nisbi ataul rellatif, sifatnya yang melmpulnyai tingkatan-

tingkatan: 

1) Kelpastian yang didasarkan atas pelrasaan bellaka, maka kelpastian ini 

belrsifat intulitif dan diselbult conviction intimel.  

                                                           
6
 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (Jakarta: Ghalia, 1983), 12. 

7
 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ..., 242. 

8
 Ibid 
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2) Kelpastian yang didasarkan atas pelrtimbangan akal, maka diselbult 

conviction raisonnelel.  

3) Kata melmbulktikan dalam arti yulridis, yaitul pelmbulktian yang melmbelri 

kelpastian kelpada hakim telntang kelbelnaran sulatul pelristiwa yang telrjadi. 

Hulkulm pelmbulktian melrulpakan selbagian dari hulkulm acara pidana yang 

melngatulr macam-macam alat bulkti yang sah melnulrult hulkulm, sistelm yang dianult 

dalam pelmbulktian, syarat-syarat dan tata cara yang melngajulkan bulkti telrselbult 

selrta kelwelnangan hakim ulntulk melnelrima, melnolak dan melnilai sulatul 

pelmbulktian. Adapuln sulmbelr-sulmbelr hulkulm pelmbulktian adalah, selbagai belrikult: 

a. Ulndang-Ulndang 

b. Doktrin ataul ajaran 

c. Yulrispruldelnsi
9
 

Kelkulatan pelmbulktian dalam hulkulm acara pidana telrleltak didalam Pasal 183 

Ulndang-ulndang Nomor 8 Tahuln 1981 telntang Hulkulm Acara Pidana, yang 

belrbulnyi ‚hakim tidak bolelh melnjatulhkan pidana kelpada selsorang kelculali 

apabila delngan selkulrang-kulrangnya dula alat bulkti yang sah ia melmpelrolelh 

kelyakinan bahwa sulatul tindak pidana belnar-belnar telrjadi dan bahwa telrdakwalah 

yang belrsalah mellakulkannya.‛ Belrdasarkan keltelntulan telrselbult bahwa selorang 

hakim dalam melmultulskan sulatul pelrkara pidana haruls belrdasarkan minimal dula 

alat bulkti yang sah. Apabila selbaliknya maka telrdakwa tidak dapat diajultulhi 

hulkulman atas tindakannya.  

Melnulrult Andi Hamzah, telori dalam sistelm pelmbulktian, yakni selbagai belrikult: 

                                                           
9
 Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan 

Praktisi ( Bandung: Mandar Maju, 2003), 10. 
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a. Sistelm ataul telori belrdasarkan belrdasarkan Ulndang-ulndang selcara positif 

(positivel welttelljik belwijstheloriel)  

b. Sistelm ataul telori pelmbulktian belrdasarkan kelyakinan hakim saja (conviction 

intimel) 

c. Sistelm ataul telori pelmbulktian belrdasarkan kelyakinan hakim atas alasan yang 

logis (laconviction raisonnelel)  

d. Sistelm ataul telori pelmbulktian belrdasarkan Ulndang-ulndang selcara nelgatif 

(nelgatielf welttelllijk belwijs thelotriel) 

Adapuln pelmbahasan lelbih lanjult melngelnai kelelmpat telori dalam sistelm 

pelmbulktian hulkulm acara pidana, selbagaimana yang tellah dijellaskan olelh pakar 

ahli hulkulm pidana, yakni selbagai belrikult: 

a. Pelmbulktian melnulrult ulndang-ulndang selcara positif (positivel welttelljik 

belwijstheloriel). 

Melnulrult Simons, bahwa sistelm ataul telori pelmbulktian belrdasar u lndang-

ulndang selcara positif (positivel welttellijkel belwijs theloriel). ‚ulntulk 

melnyingkirkan selmula pelrtimbangan sulbjelktif hakim dan melngikat hakim 

selcara keltat melnulrult pelratulran pelmbulktian yang kelras‛.
10

 

b. Pelmbulktian belrdasarkan kelyakinan hakim saja (conviction intimel) 

Melrulpakan su latul pelmbulktian dimana prosels-prosels melnelntulkan salah ataul 

tidaknya telrdakwa selmata-mata ditelntulkan olelh pelnilaian kelyakinan hakim. 

Selorang hakim tidak telrikat olelh macam-macam alat bulkti yang ada, hakim 

dapat melmakai alat bulkti telrselbult ulntulk melmpelrolelh kelyakinan atas 

kelsalahan telrdakwa, ataul melngabaikan alat bulkti delngan hanya 

                                                           
10

 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...,245. 
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melnggulnakan kelyakinan yang disimpu llkan dari keltelrangan saksi dan 

pelngakulan telrdakwa.
11

 

c. Pelmbulktian belrdasarkan kelyakinan hakim selcara logis (conviction 

raisonnelel)  

Bahwa sulatul pelmbulktian yang melnelkankan kelpada kelyakinan seloranng 

hakim belrdasarkan alasan yang jellas. Jika sistelm pelmbulktian conviction 

intimel melmbelrikan kellulasan kelpada selorang hakim tanpa adanya 

pelmbatasan darimana kelyakinan telrselbult mulncull, seldangkan pada sistelm 

pelmbulktian conviction raisonnelel melru lpakan sulatul pelmbulktian yang 

melmbelrikan pelmbatasan kelyakinan selorang hakim harulslah belrdasarkan 

alasan yang jellas. Hakim wajib melngulraikan dan melnjellaskan atas seltiap 

alasa-alasan apa yang melndasari kelyakinannya atas kelsalahan selorang 

telrdakwa.
12

 

d. Pelmbulktian belrdasarkan Ulndang-ulndang selcara nelgatif (nelgatielf welttelllijk 

belwijs thelotriel)  

Melrulpakan su latul pelrcampulran antara pelmbulktian conviction raisonnele l 

delngan systelm pelmbulktian melnulrult ulndang-uldanng selcara psoitif. Ru lmulsan 

dari sitelm pelmbulktian ini adalah, salah ataul tidaknya selorang telrdakwa 

ditelntulkan kelyakinan hakim yang didasarkan kelpada cara dan delngan alat-

alat bulkti yang sah melnulrult ulndang-ulndang.
13

 

Adapuln alat bulkti yang sah selbagaimana diatulr didalam pasal 184 ayat (1) 

                                                           
11

 Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di 

Indonesia) (Malang: Setara Press, 2014), 171. 

12
 Ibid, hlm.171. 

13
 Ibid, hlm.171. 



13 
 

Ulndang Ulndang Nomor 8 Tahuln 1981 telntang Hulkulm Acara Pidana, yakni 

selbagai belrikult:   

a. Keltelrangan saksi  

b. Keltelrangan ahli  

c. Sulrat  

d. Peltulnjulk  

e. Keltelrangan telrdakwa  

Kellima alat bulkti telrselbult melmiliki kelkulatan pelmbulktian yang sama dalam 

pelrsidangan acara pidana. tidak ada pelmbeldaan antar masingmasing alat bulkti 

satul sama lain. Ulrultan selbagaimana yang diatulr didalam pasal telrselbult hanyalah 

ulrultan selbagaimana dalam pelmelriksaan pelrsidangan. 

 

2. Konseptual 

Kelrangka  konselptulal  adalah  kelrangka  yang  melnggambarkan  hu lbulngan  

antara konselp-konselp  khulsuls  yang  melrulpakan  kulmpullan  dari  arti-arti  yang  

belrkaitan delngan istilah yang diinginkan dan ditelliti.
14

 

Belrdasarkan delfinisi telrselbult, maka batasan pelngelrtian dari istilah yang 

digulnakan dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikult: 

a. Analisis adalah  pelnye llidikan  telrhadap  sulatul  pelristiwa  (karangan,  

pelrbulatan dan selbagainya) ulntulk melngeltahuli keladaan yang selbelnarnya 

(selbab-mulsabab, duldulk  pelrkaranya,  dan  selbagainya).  Pelngulraian  sulatul  

pokok  atas  belrbagai bagiannya  dan  pelnellaahan  bagian  itul  selndiri  selrta  

hulbulngan  antar  bagian ulntulk melmpelrolelh pelngelrtian yang telpat dan 

pelmahaman arti kelsellulrulhan.
15

 

                                                           
14

 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  (Jakarta  :  Universitas  Indonesia,  1989),  

hlm.103. 
15

 Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1999. Hlm.75. 



14 
 

b. Yulridis melnulrult Kamuls Hulkulm belrasal dari kata Yulridis belrasal dari kata 

Yulridisch yang belrarti melnulrult hulkulm ataul dari selgi hulkulm.
16

 

c. Pelmbulktian adalah keltelntulan-keltelntulan yang belrisi pelnggarisan dan 

peldoman telntang cara-cara yang dibelnarkan ulndang-ulndang ulntulk 

melmbulktikan kelsalahan yang didakwakan kelpada telrdakwa. Pelmbulktian 

julga melrulpakan keltelntulan yang melngatu lr alat-alat bulkti yang dibelnarkan 

ulndang-ulndang yang bolelh dipelrgulnakan hakim dalam melmbu lkitkan 

kelsalahan telrdakwa. 

d. Lulka belrat dalam Pasal 90 dijellaskan selbagai belrikult: 

Lulka belrat belrarti:
17

 

- jatulh sakit ataul melndapat lulka yang tidak melmbelri harapan akan 

selmbulh sama selkali, ataul yang melnimbullkan bahaya mault; 

- tidak mampul telruls-melnelruls ulntulk melnjalankan tulgas jabatan atau l 

pelkelrjaan pelncarian; 

- kelhilangan salah satul pancaindelra; 

- melndapat cacat belrat; – melndelrita sakit lulmpulh; 

- telrganggulnya daya pikir sellama elmpat minggul lelbih; 

- gulgulr ataul matinya kandulngan selorang pelrelmpulan. 

 

e. Pelnganiayaan melnulrult H.R (Hoogel Raad) adalah seltiap pelrbulatan yang 

dilakulkan delngan selngaja ulntulk melnimbullkan rasa sakit ataul lulka kelpada 

orang lain, dan selmata-mata melnjadi tuljulan dari orang itul dan pelrbulatan tadi 

tidak bolelh melrulpakan sulatul alat ulntulk melncapai sulatul tuljulan yang 

dipelrkelnankan. 

 

                                                           
16

 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651. 

17
 Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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E. Sistematika Penulisan 

Melngulraikan telntang latar bellakang pelnullisan skripsi ini, kelmuldian melnarik 

pelrmasalahan-pelrmasalahan yang dianggap pelnting dan melmbatasi rulang 

lingkulp pelnullisan, julga melmulat tuljulan dan kelgulnaan pelnellitian, kelrangka 

teloritis dan konselptulal selrta sistelmatika pelnullisan. 

 

I. PENDAHULUAN 

Melngulraikan telntang latar bellakang pelnullisan skripsi ini, kelmuldian melnarik 

pelrmasalahan-pelrmasalahan yang dianggap pelnting dan melmbatasi rulang 

lingkulp pelnullisan, julga melmulat tuljulan dan kelgulnaan pelnellitian, kelrangka 

teloritis dan konselptulal selrta sistelmatika pelnullisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

Belrisi tinjaulan pu lstaka dari belrbagai konselp ataul kajian yang belrhu lbulngan 

delngan pelnyulsulnan skripsi dan diambil dari belrbagai relfelrelnsi atau l bahan 

pulstaka telrdiri dari tinjaulan ulmulm telntang tindak pidana, tinjaulan ulmulm telntang 

tindak pidana pelnganiayaan, selrta tinjau lan ulmulm telntang pidana dan 

pelmidanaan. 

 

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

Bab ini melmulat melngelnai pelnullisan yang mellipulti pelndelkatan masalah yang 

melrulpakan pelnjellasan telntang bagaimanakah masalah yang akan dijawab 

telrselbult (belrkaitan delngan disiplin ilmul dan su ldult pandang pelnelliti), sulmbelr dan 

jelnis data yang melrulpakan pelnjellasan telntang darimana data telrselbult dipelrolelh, 

pelnelntulan popullasi dan sampell proseldulr, pelngulmpullan data, selrta analisis data 

yang dipelrolelh.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Belrisi delskripsi belrulpa pelnyajian dan pelmbahasan data yang tellah didapat 

pelnellitian, telrdiri dari delskripsi dan analisis melngelnai pelmbulktian melngelnai 

tindak pidana pelnganiayaan yang melnyelbabkan lulka belrat dan pelnganiayaan 

biasa selrta pultulsan hakim melngelnai pelrkara telrselbult yang telrjadi di wilayah 

hulkulm Lampulng Barat delngan Pultulsan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw. 

 

V. PENUTUP  

Belrisi kelsimpullan ulmulm yang didasarkan pada hasil analisis dan pelmbahasan 

pelnellitian selrta belrbagai saran selsulai delngan pelrmasalahan yang dituljulkan 

kelpada pihak-pihak yang telrkait delngan pelnellitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

 

 

A. Tinjauan Umum 

1. Tindak Pidana 

a) Pengertian Tindak Pidana 

Belrbagai macam litelratulr tidak ada pelnjellasan relsmi melngelnai apa yang 

dimaksuld delngan tindak pidana (dellik). Olelh karelna itul para ahli hulkulm 

belrulsaha ultulk melmbelrikan arti dan istilah selsulai delngan pelnafsirannya masing-

masing. 

Tindak pidana (dellik) dalam hulkulm pidana yang melrulpakan salah satul 

telrjelmahan dari istilah “strafbaar felit” dalam bahasa Bellanda. Istilah strafbaar 

felit ditelrjelmahkan selcara belrbelda-belda olelh belbelrapa sarjana hulkulm pidana 

antara lain tindak pidana, pelrbulatan pidana ataul pelngabaian mellawan hulkulm 

selrta belbelrapa istilah lain. 

Melnulrult Pompel

18
 melmbagi atas dula pelngelrtian tindak pidana yaitul: 

(a) Delfelnisi melnu lrult telori melmbelrikan pelngelrtian “strafbaar felit” adalah sulatul 

pellanggaran telrhadap norma, yang dilaku lkan karelna kelsalahan si pellanggar 

dan diancam delngan pidana ulntulk melmpelrtahankan tata hulku lm dan 

melnye llamatkan kelseljahtelraan ulmulm. 

                                                           
18

 Bambang Poernomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Galilea Indonesia. Hlm.91. 
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(b) Delfelnisi melnu lrult hulkulm positif, melrulmulskan pelngelrtian “strafbaar felit” 

adalah sulatul keljadian (felit) yang olelh pelratulran pelrulndang-ulndangan  

dirulmulskan selbagai pelrbulatan yang dapat dihulkulm. 

Sellanjultnya melnu lrult J.El Jonkelrs
19

 yang melrulmulskan tindak pidana selbagai 

pelristiwa pidana adalah pelrbulatan yang mellawan hulkulm (weldelrrelchttellijk) yang 

belrhulbulngan delngan kelselngajaan ataul kelsalahan yang dilakulkan olelh orang 

yang dapat dipelrtanggulng jawabkan. 

Lelbih lanjult Andi Zainal Abidin Farid
20

 melnyatakan bahwa hakelkatnya, istilah 

yang paling telpat ulntulk digulnakan ialah dellik “dellik” yang belrasal dari bahasa 

Latin dellictulm atau l dellicta, karelna : 

(a) Belrsifat ulnivelrsal (ulmulm), selmula orang di dulnia melngelnalnya; 

(b) Belrsifat elkonomis karelna singkat; 

(c) Tidak melnimbullkan keljanggalan selpelrti pada pelristiwa pidana, pelrbulatan 

pidana (bulkan pelristiwa dan pelrbulatan yang dipidana, akan teltapi 

pelrbulatannya); 

(d) Lulas pelngelrtiannya, selhingga mellipulti julga dellik-dellik yang diwu ljuldkan 

olelh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikelnal melnulrult hulkulm pidana 

elkonomi indonelsia. 

 

Hulkulman dalam Hulkulm Pidana diselbult delngan istilah „pidana‟. Istilah ini 

dipelrgulnakan ulntulk melnelrjelmahkan kata straf yang melmiliki pelngelrtian 

„hulkulman‟ dalam bahasa indonelsia. Pelnggantian telrjelmahan istilah straf delngan 

pidana melnulrult Mulljatno adalah ulntulk melnghindari telrjadinya telrjelmahan 

stafrelcht melnjadi „Hulkulm Hulkulman‟. Delmikian pulla kata „dihulkulm‟ 

belrarti„ditelrapi hu lkulm‟. Hal ini dapat telrjadi dalam lapangan hulkulm pelrdata 

maulpuln hulkulm pidana, selhingga istilah „pelnelrapan hulkulm‟ dapat diartikan 

                                                           
19

 Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. Hlm. 75. 

20
 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.231. 
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delngan pelnelrapan hulkulm pelrdata, delmikian pulla delngan pelnelrapan hulkulm 

pidana. Jadi istilah „hulkulman‟ lelbih lulas dari pada istilah pidana.
21

  

Pidana melnulrult Mulladi dan Barda Nawawi
22

 adalah: 

(a) Pidana itul pada hakikatnya adalah pelnjatu lhan pelndelritaan ataul nelstapa atau l 

akibat-akibat lain yang tidak melnyelnangkan ;  

(b) Pidana itul dibelrikan delngan selngaja olelh orang ataul baan yang melmiliki 

kelkulasaan;  

(c) Pidana itul dikelnakan pada oarang yang tellah mellakulkan tindak pidana 

melnulrult ulndang-ulndang. 

 

Dari pelndapat telrselbult dapat dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang 

tajam, karelna bisa melngelnai harta belnda, kelhormatan badan bahkan nyawa 

selselorang. Sanksi pidana dikatakan selbagai sanksi yang melngandulng „tragik‟ 

(tragis), selhingga pidana dikatakan melngiris dagingnya selndiri, ataul selbagai 

„peldang belrmata dula‟. Maknanya, hulkulm pidana sellain mellindulngi belnda 

hulkulm julga melngadakan pelrlakulan telrhadap pellanggar. 

Belrdasarkan belbelrapa pelndapat para ahli Hulkulm Pidana di atas, maka dapat di 

simpullkan bahwa tindak pidana adalah sulatul pelrbulatan yang dilakulkan olelh 

manulsia yang dapat dipelrtanggulngjawabkan, yang mana pelrbulatan telrselbult 

mellanggar apa yang dilarang ataul dipelrintahkan olelh ulndangulndang dan dibelri 

sanksi pidana. Kata kulnci ulntulk melmbeldakan sulatul pelrbulatan sulatul tindak 

pidana ataul bulkan adalah apakah pelrbulatan telrselbult dibelri sanksi pidana ataul 

tidak. 

  

                                                           
21

 Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung.. hlm.1. 

22
 Ibid. hlm.4. 
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b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Kata strafbaar felit belrasal dari bahasa Bellanda telrdiri atas kata straftbaar belrarti 

dapat dihulkulm, dan kata felit belrarti selbagian dari sulatul kelnyataan ataul “eleln 

geldelelltel van del welrklijkelhelid”. Jadi sratftbaar felit dapat dimaknai delngan 

selbagian dari sulatu l kelnyataan yang dapat dihu lkulm. Melski delmikian, selbelnarnya 

bulkan kelnyataan yang dapat dihulkulm tapi manulsia sellakul pribadi yang dapat 

dihulkulm
23

. 

Dalam ilmul hulkulm, ada pelrbeldaan antara istilah “pidana” delngan istilah 

„hulkulman”, kadang-kadang digulnakan ulntu lk pelrgantian kata “straft”, teltapi 

melnulrultnya istilah “pidana” lelbih baik daripada “hulkulman”. Selmelntara Mulladi 

dan Barda Nawawi, istilah “hulkulman” yang melrulpakan istilah ulmu lm dan 

konvelnsional, dapat melmpulnyai arti yang lu las dan belrulbahulbah karelna istilah 

itul dapat belrkonotasi delngan bidang yang culku lp lulas. Istilah telrselbult tidak hanya 

selring digulnakan dalam bidang hulkulm, teltapi julga dalam istilah selhari-hari di 

bidang pelndidikan, moral, agama, dan selbagainya. Olelh karelna itul pidana 

melrulpakan istilah yang lelbih khulsuls, maka pelrlul ada pelmbatasan pelngelrtian atau l 

makna selntral yang dapat melnulnjulkan ciri-ciri ataul sifat-sifatnya yang khas. 

Ulnsulr tindak pidana dapat dibeldakan seltidak-tidaknya dari dula suldult pandang, 

yakni:
24

 

(a) Dari suldult pandang teloritis. 

Teloritis artinya belrdasarkan pelndapat para ahli hulkulm, yang telrcelrmin pada 

bulnyi rulmulsannya. 

                                                           
23

 P.A.F Lamintang. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 

172. 

24
 Op.Cit. hlm.79. 
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(b) Dari suldult pandang Ulndang-Ulndang 

Ulndang-ulndang adalah bagaimana kelnyataan tindak pidana itul dirulmulskan 

melnjadi tindak pidana telrtelntul dalam pasal pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

ada. 

Melnulrult Moelljatno
25

, ulnsulr tindak pidana adalah selbagai belrikult: 

(a) Pelrbulatan 

(b) Yang dilarang (olelh atulran hulkulm) 

(c) Ancaman pidana (yang mellanggar larangan) 

 

Dari rulmulsan R. Trelsna
26

, tindak pidana telrdiri dari ulnsulr-ulnsulr, yakni : 

(a) Pelrbulatan / rangkaian pelrbulatan (pelrbulatan) 

(b) Yang belrtelntangan delngan pelratulran pelrulndang-ulndangan 

(c) Diadakan tindakan pelnghulkulman 

 

Dari batasan yang dibulat J.El Jonkelrs pelnganult paham monistis
27

 dapat dirinci 

ulnsulr-ulnsulr tindak pidana adalah : 

(a) Pelrbulatan (yang);  

(b) Mellawan hulku lm (yang belrhulbulngan delngan);  

(c) Kelsalahan (yang dilakulkan olelh orang yang);  

(d) Dipelrtanggulngjawabkan. 

  

                                                           
25

 Ibid. 

26
 Ibid. hlm. 80. 

27
 Ibid. hlm. 81. 
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Walaulpuln rincian dari rulmulsan di atas tampak belrbeldabelda, namulm pada 

hakikatnya ada pelrsamaan, yaitul tidak melmisahkan antara ulnsulr-ulnsulr melngelnai 

pelrbulatannya delnga ulnsulr-ulnsulr melngelnai diri orangnya. 

Bulkul II KUlHP melnulrult rulmulsan-rulmulsan pelrihal tindak pidana telrtelntul yang 

masulk dalam kellompok keljahatan, seldangkan dalam bulkul III KUlHP itu l, dapat 

dikeltahuli adanya 11 (selbellas) ulnsulr tindak pidana
28

, yaitul : 

(a) Ulnsulr tingkah lakul;  

(b) Ulnsulr mellawan hulkulm;  

(c) Ulnsulr kelsalahan;  

(d) Ulnsulr akibat konsittultif;  

(e) Ulnsulr keladaan yang melnye lrtai; 

(f) Ulnsulr syarat tambahan ulntulk dapat ditulntu lt pidana;  

(g) Ulnsulr syarat tambahan ulntulk melmpelrbelrat pidana  

(h) Ulnsulr syarat tambahan ulntulk dapat dipidana;  

(i) Ulnsulr objelk hu lkulm tindak pidana;  

(j) Ulnsulr kulalitas sulbjelk hulkulm tindak pidana;  

(k) Ulnsulr syarat tambahan ulnsulr melmpelringati pidana. 

 

Olelh selbab itul ulnsulr-ulnsulr tindak pidana telrdiri dari: 

1) Melrulpakan pelrbulatan manulsia 

2) Melmelnulhi rulmulsan dalam ulndang-ulndang (syarat formil); dan 

3) Pelrbulatan manulsia telrselbult mellawan hulku lm yang belrlakul (syarat matelriil). 

  

                                                           
28

 Ibid. hlm.82. 
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Syarat formil dipelrlulkan ulntulk melmelnulhi asas lelgalitas dari hulkulm itul selndiri. 

Maksuldnya adalah pelrbulatan dapat dikatelgorikan tindak pidana apabila tellah 

diatulr dalam atulran hulkulm. Tindakan-tindakan manulsia yang tidak atau l bellulm 

diatulr dalam atulran hulkulm tidak dapat dikelnai sanksi dari atulran hulkulm yang 

belrsangkultan. Biasanya akan dibelntulk atulran hulkulm yang barul ulntulk melngatu lr 

tindakan-tindakan telrselbult. Bila dirinci maka ulnsulr-ulnsulr tindak pidana telrdiri 

dari ulnsulr sulbjelktif dan objelktif.  

Ulnsulr sulbjelktif, yang melnjellaskan manulsia yang dimaksuld yang dapat diartikan 

delngan seltiap orang, pelnyellelnggara nelgara, pelgawai nelgelri, maulpuln korporasi 

ataul kulmpullan orang yang belrorganisasi. Ulnsu lr sulbjelktif, ulnsulr ini mellipu lti: 

(a) Kelselngajaan (doluls), dimana hal ini telrdapat di dalam pellanggaran 

kelsulsilaan (Pasal 281 KUlHP), pelrampasan kelmelrdelkaan (Pasal 333 KUlHP), 

pelmbulnulhan (Pasal 338 KUlHP).  

(b) Kelalpaan (cullpa), dimana hal ini telrdapat di dalam pelrampasan kelmelrdelkaan 

(Pasal 334 KUlHP), dan melnye lbabkan kelmatian (Pasal 359 KUlHP), dan lain-

lain.  

(c) Niat (voornelmeln), dimana hal ini telrdapat di dalam pelrcobaan ataul poging 

(Pasal 53 KUlHP)  

(d) Maksuld (oogmelrk), dimana hal ini telrdapat dalam pelnculrian (Pasal 362 

KUlHP), pelmelrassan (Pasal 368 KUlHP), pelnipulan (Pasal 378 KUlHP), dan 

lain-lain.  

(e) Delngan relncana lelbih dullul (melt voorbeldelchtel radel), dimana hal ini telrdapat 

dalam melmbu lang anak selndiri (Pasal 308 KUlHP), melmbulnulh anak selndiri 

(Pasal 341 KUlHP), melmbulnulh anak selndiri delngan relncana (Pasal 342 
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KUlHP). 

Selmelntara ulnsulr objelktif adalah janji, kelselmpatan, kelmuldahan kelkayaan milik 

nelgara yang telrdiri dari ulang, daftar, sulrat ataul akta, dan barang. Ulnsulr objelktif 

adalah ulnsulr yang telrdapat di lular diri pellakul tindak pidana. Ulnsulr ini mellipulti: 

(a) Pelrbulatan atau l kellakulan manulsia, dimana pelrbulatan ataul kellakulan manulsia 

itul ada yang aktif (belrbulat selsulatul), misalnya melmbulnulh (Pasal 338 KUlHP), 

melnganiaya (Pasal 351 KUlHP).  

(b) Akibat yang melnjadi multlak dari dellik. Hal ini telrjadi dalam dellik matelril 

ataul dellik yang dirulmulskan selcara matelril, misalnya pelmbulnulhan (Pasal 338 

KUlHP), pelnganiayaan (Pasal 351 KUlHP), dan lain-lain. 

(c) Ada ulnsulr mellawan hulkulm. Seltiap pelrbulatan yang dilarang dan diancam 

delngan pidana olelh pelratulran pelrulndangu lndangan hulkulm pidana itul haruls 

belrsifat mellawan hulkulm, melskipuln ulnsulr ini tidak dinyatakan delngan telgas 

dalam pelrulmulsan. 

Ulnsulr ulnsulr tindak pidana ini selbelnarnya mellelngkapi kelmbali ataul melnjellaskan 

melngelnai jelnis dan rulang lingkulp pelrbulatan manulsia yang dapat dikelnai atulran 

hulkulm. 

 

B.  Pertanggungjawaban Pidana 

Keljahatan yang selmakin melningkat dan selring telrjadi dalam masyarakat 

melrulpakan hal yang sangat dipelrhatikan, selhingga melngulndang pelmelrintah 

(nelgara) selbagai pellayan, pellindulng masyarakat ulntulk melnanggullangi 

mellulasnya dan belrtambahnya keljahatan yang mellanggar nili-nilai maulpuln 

norma-norma yang hidulp dan belrlakul dalam sulatul masyarakat selhingga 

keljahatan telrselbult olelh nelgara dijadikan selbagai pelrbulatan pidana ulntulk tindak 
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pidana. Hulkulm pidana melrulpakan sarana yang pelnting dalam pelnanggu llangan 

keljahatan ataul mulngkin selbagai obat dalam melmbelrantas keljahatan yang 

melrelsahkan dan melrulgikan masyarakat pada ulmulmnya dan korban pada 

khulsulsnya. Pelnanggullangan keljahatan telrselbu lt dapat dilakulkan selcara prelvelntif 

(pelncelgahan) dan relfrelsif (pelnindakan). Belntu lk pelnanggullangan telrselbult delngan 

ditelrapkannya sanksi telrhadap pellakul tindak pidana, sanksi pidana melrulpakan 

alat ataul sarana telrbaik yang telrseldia, yang kita miliki ulntulk melnghadapi 

ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana sulatul keltika melrulpakan 

pelnjaminan yang u ltama/telrbaik dan sulatul keltika melrulpakan pelngancaman yang 

ultama dari kelbelbasan manulsia. 

 

Pelrtanggulngjawaban pidana dalam istilah asing telrselbult julga delngan 

telorelkelnbaarheld ataul criminal relsponsibility yang melnjulruls kelpada pelmidanaan 

peltindak delngan maksuld ulntulk melnelntulkan apakah selselorang telrdakwa atau l 

telrsangka dipelrtanggulngjawabkan atas sulatul tindakan pidana yang telrjadi ataul 

tidak.  

 

Ulntulk dapat dipidananya sulatul pellakul, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakulkannya itul melmelnulhi ulnsulrulnsulr yang tellah ditelntulkan dalam Ulndang-

Ulndang. Dilihat dari suldult telrjadinya tindakan yang dilarang, selselorang akan 

dipelrtanggulng jawabkan atas tindakan-tindakan telrselbult, apabila tindakan 

telrselbult mellawan hulkulm selrta tidak ada alasan pelmbelnar ataul pelniadaan sifat 

mellawan hulkulm ulntulk pidana yang dilakulkannya. Dan dilihat dari suldult 

kelmampulan belrtanggulngjawab maka hanya selselorang yang mampul belrtanggulng 

yang dapat dipelrtanggulng jawabkan atas pelrbulatannya. Tindak pidana jika tidak 



26 
 

 

ada kelsalahan adalah melrulpakan asas pelrtanggulng jawaban pidana, olelh selbab 

itul dalam hal dipidananya selselorang yang mellakulkan pelrbulatan selbagaimana 

yang tellah diancamkan, ini telrgantulng dari soal apakah dalam mellakulkan 

pelrbulatan ini dia melmpulnyai kelsalahan. 

Belrdasarkan hal telrselbult maka pelrtanggulngjawaban pidana ataul kelsalahan 

melnulrult hulkulm pidana, telrdiri atas tiga syarat yaitul:  

1) Kelmampulan belrtanggulng jawab ataul dapat dipelrtanggulng jawabkan dari si 

pelmbulat.  

2) Adanya pelrbulatan mellawan hulkulm yaitu l sulatul sikap psikis si pellakul yang 

belrhulbulngan delngan kellakulannya yaitul : Diselngaja dan Sikap kulrang hati-

hati ataul lalai  

3) Tidak ada alasan pelmbelnar ataul alasan yang melnghapulskan 

pelrtanggulngjawaban pidana bagi si pelmbu lat. 

 

Kelmampulan ulntu lk melmbelda-beldakan antara pelrbulatan yang baik dan yang 

bulrulk, adalah melrulpakan faktor akal (intellelctulal factor) yaitul dapat 

melmbeldakan pelrbulatan yang dipelrbolelhkan dan yang tidak. Dan kelmampulan 

ulntulk melnelntulkan kelhelndaknya melnulrult kelinsyafan telntang baik bu lrulknya 

pelrbulatan telrselbu lt adalah melrulpakan faktor pelrasaan (volitional factor) yaitul 

dapat melnye lsulaikan tingkah lakulnya delngan kelinsyafan atas mana yang 

dipelrbolelhkan dan mana yang dipelrbolelhkan dan mana yang tidak. Selbagai 

konselkulelnsi dari dula hal tadi maka telntulnya orang yang tidak mampul 

melnelntulkan kelhelndaknya melnulrult kelinsyafan telntang baik bulrulknya pelrbulatan, 

dia tidak melmpulnyai kelsalahan kalaul mellaku lkan tindak pidana, orang delmikian 

itul tidak dapat dipelrtanggulngjawabkan. 
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Olelh karelna kelmampulan belrtanggulng jawab melrulpakan ulnsulr kelsalahan, maka 

ulntulk melmbulktikan adanya kelsalahan ulnsulr tadi haruls dibulktikan lagi. 

Melngingat hal ini sulkar ulntulk dibulktikan dan melmelrlulkan waktul yang culkulp 

lama, maka ulnsulr kelmampulan belrtanggulng jawab dianggap diam-diam sellalul 

ada karelna pada ulmulmnya seltiap orang normal bathinnya dan mampu l 

belrtanggulng jawab, kelculali kalaul ada tanda-tanda yang melnulnjulkkan bahwa 

telrdakwa mulngkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim melmelrintahkan 

pelmelriksaan yang khulsuls telrhadap keladaan jiwa telrdakwa selkalipuln tidak 

diminta olelh pihak telrdakwa. Jika hasilnya masih melragulkan hakim, itu l belrarti 

bahwa kelmampulan belrtanggulng jawab tidak belrhelnti, selhingga kelsalahan tidak 

ada dan pidana tidak dapat dijatulhkan belrdasarkan asas tidak dipidana jika tidak 

ada kelsalahan. 

 

Dalam KUlHP masalah kelmampulan belrtanggu lng jawab ini telrdapat dalam Pasal 

44 ayat (1) yang belrbulnyi: 

“Barangsiapa melngelrjakan selsulatul pelrbulatan, yang tidak dapat dipelrtanggulng 

jawabkan kelpadanya karelna kulrang selmpulrna akalnya ataul karelna sakit belrulbah 

akal tidak bolelh dihulkulm.” 

 

Kalaul tidak dipelrtanggulng jawabkan itul diselbabkan hal lain, misalnya jiwanya 

tidak normal dikarelnakan dia masih mulda, maka pasal telrselbult tidak dapat 

dikelnakan. Apabila hakim kan melnjalankan Pasal 44 KUlHP, maka selbellulmnya 

haruls melmpelrhatikan apakah tellah dipelnulhi du la syarat selbagai belrikult : 

(a) Syarat Psychiatris yaitul pada telrdakwa haruls ada kulrang selmpulrna akalnya 

ataul sakit belru lbah akal, yaitul keladaan kelgilaan (idiotel) yang mulngkin ada 
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seljak kellahiran ataul karelna sulatul pelnyakit jiwa dan keladaan ini haru ls telruls 

melnelruls. 

(b) Syarat Psichologis ialah ganggulan jiwa itul haruls pada waktul si pellakul 

mellakulkan pelrbulatan pidana, olelh selbab itul sulatul ganggulan jiwa yang timbull 

selsuldah pelristiwa telrselbult, delngan selndirinya tidak dapat melnjadi selbab 

telrdakwa tidak dapat dikelnai hulkulman. 

Ulntulk melnelntulkan adanya pelrtanggulng jawaban pidana, selselorang pelmbulat 

dalam mellakulkan sulatul tindak pidana haruls ada “sifat mellawan hulkulm” dari 

tindak pidana itul, yang melrulpakan sifat telrpelnting dari tindak pidana. Telntang 

sifat mellawan hu lkulm apabila dihulbulngkan delngan keladaan psikis (jiwa) 

pelmbulat telrhadap tindak pidana yang dilakulkannya dapat belrulpa “kelselngajaan” 

(opzelt) ataul karelna “kellalaian” (cullpa). Akan teltapi kelbanyakan tindak pidana 

melmpulnyai ulnsulr kelselngajaan bulkan ulnsulr kellalaian. Hal ini layak karelna 

biasanya, yang mellakulkan selsulatul delngan selngaja. 

 

2. Tindak Pidana Penganiayaan 

a) Pengertian Penganiayaan 

Ulndang-Ulndang tidak melmbelrikan pelru lmulsan apa yang dinamakan 

pelnganiayaan. Namuln, melnulrult yulrispruldelnsi pelngadilan maka yang dinamakan 

pelnganiayaan adalah:
29

 

(a) Selngaja melnyelbabkan pelrasaan tidak elnak (pelndelritaan) 

(b) Melnye lbabkan rasa sakit 

(c) Melnye lbabkan lulka-lulka 
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Belrdasarkan ulraian di atas belbelrapa tokoh melndelfinisikan pelnganiayaan selbagai 

belrikult : Melnulrult Poelrwodarminto pelnganiayaan adalah pelrlakulan selwelnang-

welnang dalam rangka melnyiksa ataul melnindas orang lain.
30

 Pelnganiayaan ini 

jellas mellakulkan su latul pelrbulatan delngan tuljulan melnimbullkan rasa sakit ataul lulka 

pada orang lain, ulnsulr delngan selngaja disini haruls mellipulti tuljulan melnimbullkan 

rasa sakit ataul lulka pada orang lain. Delngan kata lain si pellakul melnghelndaki 

akibat telrjadinya sulatul pelrbulatan. Kelhelndak ataul tuljulan disini haruls disimpullkan 

dari sifat pada pelrbulatan yang melnimbullkan rasa sakit ataul lulka pada orang lain. 

Dalam hal ini haru ls ada selntulhan pada badan orang lain yang delngan selndirinya 

melnimbullkan akibat sakit ataul lulka pada orang lain. Misalnya melmulkull, 

melnelndang, melnu lsulk, melngarulk dan selbagainya. 

 

Melnulrult Suldarsono, dalam bulkulnya kamuls hulkulm melmbelrikan arti bahwa 

pelnganiayaan adalah pelrbulatan melnyakiti ataul melnyiksa telrhadap manulsia atau l 

delngan selngaja melngulrangi ataul melrulsak kelselhatan orang lain.
31

 

 

Seldangkan melnu lrult Wirjono Projodikoro, melnyatakan bahwa : “Melnulrult 

telrbelntulknya pasal-pasal dari kitab Ulndang-Ulndang hulkulm pidana Bellanda, 

mulla-mulla dalam rancangan Ulndang-Ulndang dari Pelmelrintahan Bellanda ini 

hanya dirulmulskan delngan selngaja melrulsak kelselhatan orang lain karelna 

pelrulmulsan ini tidak telpat. Karelna mellipulti pelrbulatan pelndidik telrhadap anakdan 

pelrbulatan doktelr telrhadap pasieln. Kelbelratan ini diakuli kelbelnarannya, maka 

pelrulmulsan ini diganti melnjadi pelnganiayaan, delngan selngaja bahwa ini belrarti 
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belrbulat selsulatul delngan tuljulan melngakibatkan rasa sakit.”
32

 

Delngan delmikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana pelnganiayaan adalah 

selmula tindakan mellawan hulkulm dan tindakan selselorang kelpada orang yang 

melmbahayakan ataul melndatangkan rasa sakit pada badan ataul anggota badan 

manulsia yang mana lulka yang didelrita olelh korban selsulai delngan katelgori lulka 

pada Pasal 90 KUlHP yang belrisi: 

1) Jatulh sakit ataul melndapat lulka yang tidak melmbelri harapan akan selmbulh 

sama selkali, ataul yang melnimbullkan bahaya mault; 

2) Tidak mampul telruls melnelruls ulntulk melnjalankan tulgas jabatan ataul pelkelrjaan 

pelncarian; 

3) Kelhilangan salah satul panca indra; 

4) Melndapat cacat belrat; 

5) Melndelrita sakit lulmpulh; 

6) Telrganggul daya pikir sellama elmpat minggul ataul lelbih; 

7) Gulgulr ataul matinya kandulngan selorang pelrelmpulan. 

 

Tindak pidana pelnganiayaan ini ada kalanya diselngaja ataul telrkadang karelna 

kelsalahan. Tindak pidana pelnganiayaan selngaja yaitul pelrbulatan yang diselngaja 

olelh pellakul delngan sikap pelrmulsulhan. 

 

b) Unsur-unsur Penganiayaan 

Melnulrult doktrin, pelnganiayaan melmpulnyai ulnsulr-ulnsulr selbagai belrikult: 

(a) Adanya kesengajaan. 

Ulnsulr kelselngajaan melrulpakan ulnsulr sulbjelktif (kelsalahan). Dalam tindak pidana 

pelnganiayaan ulnsulr kelselngajaan haruls diartikan selmpit yaitul kelselngajaan 

selbagai maksuld (opzelt alsogmelrk). 

Namuln delmikian patult melnjadi catatan, bahwa selkalipuln kelselngajaan dalam 

tindak pidana pelnganiayaan itul bisa ditafsirkan kelselngajaan delngan sadar akan 
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kelmulngkinan teltapi pelnafsiran telrselbult julga telrbatas pada adanya kelselngajaan 

selbagai kelmulngkinan telrhadap akibat. Artinya kelmulngkinannya pelnafsiran 

selcara lulas telrhadap ulnsulr kelselngajaan itul, yaitul kelselngajaan selbagai maksuld, 

kelselngajaan selbagai kelmulngkinan, bahkan kelselngajaan selbagai kelpastian , 

hanya dimulngkinkan telrhadap akibatnya. Selmelntara telrhadap pelrbulatannya 

selndiri harulslah melrulpakan tuljulan pellakul. Artinya pelrbulatan itul harulslah 

pelrbulatan yang belnar-belnar dituljulkan olelh pellakulnya selbagai pelrbulatan yang 

dikelhelndaki ataul dimaksuldkannya. 

 

(b) Adanya perbuatan 

Ulnsulr pelrbulatan melrulpakan ulnsulr objelktif. Pelrbulatan yang dimaksuld adalah 

aktivitas yang belrsifat positif, dimana manulsia melnggulnakan anggota tu lbulhnya 

ulntulk mellakulkan aktivitas selhari-hari, seldangkan sifat abstrak yang dimaksuld 

adalah pelrbulatan yang melngandulng sifat kelkelrasan fisik dalam belntulk 

melmulkull, melnelndang, melnculbit, melngiris, melmbacok, dan selbagainya.
33

 

 

(c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 

1) Melmbulat pelrasaan tidak elnak; 

2) Rasa sakit pada tulbulh, pelndelritaan yang tidak melnampakkan pelrulbahan pada 

tulbulh; 

3) Lulka pada tulbulh, melnampakkan pelrulbahan pada tulbulh akibat telrjadinya 

pelnganiayaan; 

4) Melrulsak kelselhatan orang lain.
34
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c) Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

Keljahatan telrhadap tulbulh (pelnganiayaan) telrbagi atas: 

(a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 

Pelnganiayaan biasa yang dapat julga diselbult delngan pelnganiayaan pokok ataul 

belntulk standar telrhadap keltelntulan Pasal 351 KUlHP yaitul pada hakikatnya 

selmula pelnganiayaan yang bulkan pelnganiayaan belrat dan bulkan pelnganiayaan 

ringan. Melngamati Pasal 351 KUlHP maka jelnis pelnganiayaan biasa, yakni: 

1) Pelnganiayaan biasa yang tidak dapat melnimbullkan lulka belrat maulpuln 

kelmatian dan dihulkulm delngan hulkulman pelnjara sellama-lamanya dula tahuln 

dellapan bullan ataul delnda selbanyak-banyaknya elmpat ribul lima ratuls rulpiah. 

2) Pelnganiayaan yang melngakibatkan lulka belrat dan dihulkulm delngan hu lkulman 

pelnjara sellama-lamanya lima tahuln. 

3) Pelnganiayaan melngakibatkan kelmatian dan di hulkulm delngan hu lkulman 

pelnjara dan sellama-lamanya tuljulh tahuln. 

4) Pelnganiayaan yang belrulpa selngaja melrulsak kelselhatan. 

Ulnsulr-ulnsulr pelnganiayaan biasa, yakni: 

1) Adanya kelselngajaan. 

2) Adanya pelrbulatan. 

3) Adanya akibat pelrbulatan (yang dituljul), yakni: 

 Rasa sakit pada tulbulh; dan/ataul 

 Lulka pada tulbulh 

4) Akibat yang melnjadi tuljulan satul-satulnya. 
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(b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 

Melnulrult  pasal ini, pelnganiayaan ringan ini ada dan diancam delngan maksimulm 

hulkulman pelnjara tiga bullan ataul delnda tiga ratuls rulpiah apabila tidak masulk 

dalam rulmulsan  Pasal  353  dan  Pasal  356  KUlHP,dan  tidak melnyelbabkan  

sakit ataul halangan ulntulk melnjalankan jabatan ataul pelkelrjaan. Hulkulman ini bisa 

ditambah  delngan  selpelrtiga  bagi  orang  yang  mellakulkan pelnganiayaan  ringan 

ini telrhadap orang yang belkelrja padanya ataul yang ada di bawah pelrintahnya. 

Pelnganiayaan  telrselbult  dalam  Pasal  52  KUlHP, yaitul  sulatul pelnganiayaan yang 

tidak melnjadikan sakit ataul melnjadikan telrhalang ulntulk mellakulkan jabatan atau l 

pelkelrjaan selhari-hari. 

Ulnsulr-ulnsulr dari pelnganiayaan ringan adalah: 

1) Bulkan belrulpa pelnganiayaan belrelncana 

2) Bulkan pelnganiayaan yang dilakulkan: 

 Telrhadap ibul ataul bapaknya yang sah, istri ataul anaknya. 

 Telrhadap pelgawai nelgelri yang seldang dan/ataul karelna melnjalankan 

tulgasnya yang sah. 

 Delngan melmasulkkan bahan yang belrbahaya bagi nyawa ataul kelselhatan 

ulntulk dimakan ataul diminulm. 

3) Tidak melnimbullkan: 

 Pelnyakit; 

 Halangan u lntulk melnjalankan pelkelrjaan jabatan; ataul 

 Pancaharian. 
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(c) Penganiayaan Berencana 

Ada tiga macam pelnganiayaan belrelncana, yaitul: 

1) Pelnganiyaan  belrelncana  yang  tidak  belrakibat  lulka  belrat  ataul kelmatian  

dan  dihulkulm  delngan  hulkulman  pelnjara   sellama-lamanya elmpat tahu ln. 

2) Pelnganiayaan  belrelncana  yang  belrakibat  lulka  belrat  dan  dihulkulm delngan 

hulkulman pelnjara sellama-lamanya elmpat tahuln. 

3) Pelnganiayaan  belrelncana  yang  belrakibat  kelmatian  dan  dihulkulm delngan 

hulkulman pelnjara sellama-lamanya Selmbilan tahuln. 

Ulnsulr pelnganiayaan belrelncana adalah direlncanakan telrlelbih dahullul selbellulm 

pelrbulatan dilakulkan. Pelnganiayaan dapat diku lalifikasikan melnjadi pelnganiayaan 

belrelncana jika melmelnulhi syarat-syarat selbagai belrikult: 

 Pelngambilan  kelpultulsan  ulntulk  belrbulat  sulatul  kelhelndak  dilakulkan dalam 

sulasana batin yang telnang. 

 Seljak  timbullnya  kelhelndak/pelngambilan  pultulsan  ulntulk  belrbulat sampai  

delngan  pellaksanaan  pelrbulatan  ada  telnggang  waktul  yang culkulp, selhingga 

dapat digulnakan olelhnya ulntulk belrpikir antara lain: 

(a) Risiko apa yang ditanggulng. 

(b) Bagaimana  cara  dan  delngan  alat  apa  selrta  bilamana  saat  yang telpat 

ulntulk mellaksanaknnya. 

(c) Bagaimana cara melngilangkan jeljak. 

 Dalam mellaksanakan pelrbulatan yang tellah dipultulskan dilakulkan dalam 

sulasana hati yang telnang. 
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(d) Penganiayaan Berat (354 KUHP) 

Hal ini diatulr dalam pasal 345 KUlHP: 

1) Barangsiapa  selngaja  mellulkai  belrat  orang  lain,diancam  karelna mellakulkan 

pelnganiayaan belrat delngan pidana pelnjara paling lama dellapan tahuln. 

2) Jika pelrbulatan itul melngakibatkan  kelmatian,yang belrsalah diancam delngan 

pidana pelnjara paling lama selpullulh tahuln. 

Pelrbulatan belrat ataul ataul dapat diselbult julga melnjadikan belrat pada tulbulh  orang  

lain. Harulslah  dilakulkan  delngan  selngaja  olelh  orang  yang melnganiaya. 

Ulnsulr-ulnsulr pelnganiayaan belrat antara lain: 

1) Kelsalahannya: Kelselngajaan 

2) Pelrbulatan: Mellulkai belrat 

3) Objelknya: Tulbulh orang lain 

4) Akibat: Lulka belrat 

Apabila dihulbulngkan delngan ulnsulr kelselngajaan maka kelselngajaan ini  haruls 

selkaliguls  dituljulkan  baik  telrhadap  pelrbu latannya, selpelrti melnulsulk delngan 

pisaul) maulpuln telrhadap akibatnya, yakni lulka belrat. 

Istilah lulka belrat melnulrult pasal 90 KUlHP, belrarti selbagai belrikult: 

 Pelnyakit atau l lulka yang tidak dapat diharapkan akan selmbulh delngan 

selmpulrna atau l yang melnimbullkan bahaya mault. 

  Melnjadi selnantiasa tidak cakap melngelrjakan pelkelrjaan jabatan ataul 

pelncaharian. 

 Kelhilangan kelmampulan melmakai salah satul dari panca indra 

 Kelkuldulng-kuldulngan  

 Ganggulan daya belrpikir sellama lelbih dari elmpat minggul. 
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 Pelnggulgulran kelhamilan ataul kelmatian anak yang masih ada dalam 

kandulngan. 

 

(e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 

Keljahatan   ini  melrulpakan  gabulngan  antara  pelnganiayaan  belrat (Pasal 354 

ayat 1 KUlHP) dan pelnganiayaan belrelncana (Pasal 353 ayat 2 KUlHP). Keldula 

belntulk  pelnganiayaan  ini  telrjadi  selcara selrelntak/belrsama. Olelh  karelna  itul, 

haruls  telrpelnulhi  baik  ulnsulr pelnganiayaan  belrat  maulpuln  ulnsulr pelnganiayaan  

belrelncana. Kelmatian dalam pelnganiayaan belrat belrelncana bulkanlah melnjadi 

tuljulan. Dalam hal akibat,kelselngajaan dituljulkan pada akibat lulka belratnya saja 

dan tidak ada pada kelmatian korban. Selbab kelselngajaan  telrhadap  matinya 

korban, maka diselbult pelmbulnulhan belrelncana.
35

 

 

(f) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau 

Dengan Cara Tertentu Memberatkan 

Pidana yang ditelntulkan dalam Pasal 351, 353. 354, dan 355 dapat ditambah 

delngan selpelrtiga: 

1) Bagi yang mellakulkan keljahatan itul telrhadap ibulnya, bapaknya yang sah, 

istrinya ataul anaknya; 

2) Jika  keljahatan  itul  dilakulkan  telrhadap  selorang  peljabat  keltika  atau l karelna 

melnjalankan tu lgasnya yang sah; 

3) Jika  keljahatan  itul  dilakulkan  delngan  melmbelrikan  bahan  yang belrbahaya 

bagi nyawa ataul kelselhatan ulntulk dimakan ataul diminulm. 
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Apabila  dicelrmati,  maka  Pasal  356  melrulpakan  keltelntulan  yang melmpelrbelrat  

belrbagai  pelnganiayaan.Belrdasarkan  Pasal  356  KUlHP  ini telrdapat dula hal 

yang melmbelratkan belrbagai pelnganiayaan yaitul:
36

 

1) Kulalitas korban 

2) Cara ataul moduls pelnganiayaan 

Delmikian julga telrhadap pelgawai yang keltika ataul karelna mellakulkan tulgas-

tulgasnya yang sah, melrelka melmbultulhkan pelrlindulngan hulkulm yang lelbih belsar 

agar dapat melnulnaikan tulgas-tulgas telrselbult delmi kelpelntingan ulmulm. 

 

3. Pidana dan Pemidanaan 

a) Pengertian Pidana 

Pidana ditelrjelmahkan dari bahasa Bellanda “straf”, yang belrarti hulkulman. Istilah 

„pidana‟ lelbih telpat daripada istilah „hulkulman‟ karelna hulkulm suldah lazim 

selbagai telrjelmahan dari “relcht”. 

Pidana didelfinisikan selbagai sulatul pelndelritaan yang selngaja 

dijatulhkan/dibelrikan olelh nelgara pada selselorang ataul belbelrapa orang selbagai 

akibat hulkulm (sanksi) baginya atas pelrbulatannya yang tellah mellanggar larangan 

hulkulm pidana. 

 

Pidana adalah masalah pokok dalam hulkulm pidana, selcara seldelrhana dapat 

dikelmulkakan bahwa hulkulm pidana melrulpakan hulkulm yang melngatulr telntang 

pelrbulatan-pelrbulatan yang dilarang olelh ulndang-ulndang belselrta sanksi pidana 

yang dapat dijatulhkan kelpada pellakulnya. 
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Melnulrult Melzgelr
37

 pelngelrtian hulkulm pidana yaitul: “Atulran-atulran hulkulm yang 

melngikat pada su latul pelrbulatan telrtelntul yang melmelnulhi syarat-syarat telrtelntu l 

sulatul akibat yang belrulpa pidana”. 

 

Hulkulm pidana adalah hulkulm yang melngatulr telntang pellanggaran dan keljahatan 

telrhadap kelpelntingan ulmulm. Pellanggaran dan keljahatan telrselbult diancam 

delngan hulkulman yang melrulpakan pelndelritaan ataul siksaan bagi yang 

belrsangkultan  

 

Pelmidanaan dapat diartikan selbagai tahap pelneltapan sanksi dan julga tahap 

pelmbelrian sanksi dalam hulkulm pidana hal ini dapat disimak dalam pelndapat 

Suldarto
38

 bahwa : 

Pelmbelrian pidana in abstracto adalah melneltapkan stellsell sanksi hulkulm 

pidana yang melnyangkult pelmbelntulkan ulndang-ulndang. Seldangkan 

pelmbelrian pidana in concelrto melnyangkult belrbagai badan yang kelselmulanya 

melndulkulng dan mellaksanakan stellsell sanksi hulkulm pidana. 

 

Melnulrult Satochid Kartanelgara
39

 bahwa hulkulm pidana matelril belrisi : 

(a) Pelrbulatan yang dapat diancam delngan hulkulman misalnya : 

1) Melngambil barang orang lain  

2) Delngan selngaja melrampas nyawa orang lain 

(b) Siapa-siapa yang dapat dihulkulm ataul delngan pelrkataan lain melngatulr 

pelrtanggulngjawaban telrhadap hulkulm pidana 

(c) Hulkulman apa yang dapat dijatulhkan telrhadap orang yang mellakulkan 

pelrbulatan yang belrtelntangan delngan ulndang-ulndang. 
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Selselorang ahli hulkulm lain melmbelrikan pelngelrtian lulas telrhadap hulkulm pidana, 

misalnya Moelljatno:
40

 

(a) Melnelntulkan pelrbulatan-pelrbulatan mana yang tidak bolelh dilakulkan, yang 

dilarang diselrtai ancaman ataul sanksi yang belrulpa pidana telrtelntul bagi 

barang yang mellanggar larangan telrselbult. 

(b) Melnelntulkan kapan dan dalam hal apa kelpada melrelka yang tellah mellangar 

larangan-larangan itul dapat dikelnakan ataul dijatulhkan pidana selbagaimana 

yang tellah diancamkan. 

(c) Melnelntulkan delngan cara bagaimana pelngelnaan pidana pidana itu l dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka tellah mellanggar. 

Apabila kita tellah maka rulmulsan pada angka tiga diatas melnulnjulkkan pada 

pelngelrtian hulkulm pidana formal, ataul lazim diselbult hulkulm acara pidana. Pada 

ulmulmnya hulkulm pidana matelril diatulr dalam KUlHP dan hulkulm pidana formil 

diatulr dalam KUlHAP. 

 

b) Teori-teori Tujuan Pemidanaan 

Seliring waktul, telori telntang tuljulan pidana melmang selmakin hari selmakin 

melnuljul arah sistelm yang lelbih manulsiawi dan lelbih rasional. Sistelm pidana 

melnulnjulkkan tulju lan ulntulk melmulaskan pihak yang delndam, baik masyarakat 

selndiri, maulpuln pihak yang dirulgikan ataul melnjadi korban keljahatan.  

Bagi hakim yang bijak, keltika ia akan melnarik dan melneltapkan amar pultu lsan, ia 

telrlelbih dahullul akan melrelnulngkan dan melmpelrtimbangkan belnar telntang 

manfaat yang akan dicapai dari pelnjatulhan pidana baik telrdakwa maulpuln 
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masyarakat dan nelgara. Dalam keladaan delmikian telori hulkulm pidana dapat 

melmbantulnya.  

 

Ada belrbagai macam pelndapat melngelnai telori pelmidanaan ini namu ln yang 

banyak itul dapat dikellompokkan dalam 3 golongan belsar
41

 yaitul: 

(a) Telori absolultel ataul telori pelmbalasan (Velrgelldingsthelorieln) 

Dasar pijakan dari telori ini adalah pelmbalasan. Inilah dasar yang belnar dari 

pelnjatulhan pelndelritaan belrulpa pidana itul pada pelnjahat. Nelgara belrhak 

melnjatulhkan pidana ialah karelna pelnjahat telrselbult tellah mellakulkan 

pelnye lrangan dan pelmelrkosaan telrhadap hak dan kelpelntingan hulkulm 

(pribadi, masyarakat ataul Nelgara) yang tellah dilindulngi. Olelh karelna itul ia 

haruls dibelrikan pidana yang seltimpal delngan pelrbulatan yang dilakulkan.  

 

Pelnjatulhan pidana yang pada dasarnya pelndelritaan pada pelnjahat dibelnarkan 

karelna pelnjahat tellah mellakulkan pelndelritaan pada orang lain. Seltiap keljahatan 

tidak bolelh tidak, haruls diikulti olelh pidana bagi pelmbulatnya. Melnjatulhkan 

pidana tidak dimaksuldkan ulntulk melncapai su latul yang praktis, teltapi belrmaksuld 

satul-satulnya pelndelritaan bagi pelnjahat  

Tindakan pelmbalasan di dalam pelnjatulhan pidana melmpulnyai 2 (dula) arah 

yaitul: 

1) Dijatulhkan pada pelnjahatnya (suldult sulbjelktif dari pelmbalasan). 

2) Ditulnjulkkan u lntulk mmelnulhi kelpulasan dari pelrasaan delndam dikalangan 

masyarakat (su ldult objelktif pelmbalasan). 

 

                                                           
41
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(b) Telori rellativel ataul telori tuljulan (Doell Thelorieln) 

Telori rellativel belrpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat ulntulk 

melnelgakkan tata telrtib (hulkulm) dalam masyarakat. Tuljulan pidana adalah telrtib 

mayarakat, dan ulntulk melnelgakkan tata telrtib itul dipelrlulkan pidana. 

Pidana adalah alat ulntulk melncelgah timbullnya sulatul keljahatan, delngan tuljulan 

agar tata telrtib masyrakat teltap telrpellihara. Ditinjaul dari suldult pelrtahanan 

masyarakat itul tadi, maka pidana itul adalah sulatul yang telrpaksa pelrlu l 

(noodzakellijk). Ulntulk melncapai tuljulan keltelrtiban masyarakat tadi maka pidana 

melmpulnyai 3 (tiga) macam sifat, yaitul : 

1) Belrsifat melnakult–nakulti (afschrikking)  

2) Belrsifat melmpelrbaiki (velrbeltelring/relclaselring)  

3) Belrsifat melmbinasakan (onschadellijk makeln) 

 

(c) Telori Gabulngan (Velrelnigings Thelorieln) 

Telori gabulngan ini melndasarkan pidana pada asas pelmbalasan dan asas 

pelrtahanan tata telrtib masyarakat, delngan kata lain dula alasan itul melnjadi dasar 

dari pelnjatulhan pidana. 

 

C. Profil Instansi 

1. Deskripsi Instansi 

a. Nama Instansi 

Nama instansi telmpat pellaksanaan kelgiatan magang yakni Pelngadilan Nelgelri 

Liwa Kellas 2B. Pelradilan Nelgelri melrulpakan selbulah lelmbaga pelradilan di 

lingkulngan Pelradilan Ulmulm yang belrkelduldulkan di ibul kota kabulpateln ataul kota.. 
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b. Logo Instansi 

 

c. Visi dan Misi  Instansi 

Visi : 

“Melwuljuldkan Pelngadilan Nelgelri Liwa yang Agulng”  

Misi : 

a) Melnjaga kelmandirian Pelngadilan Nelgelri Liwa; 

b) Melmbelrikan pellayanan hulkulm yang belrkeladilan kelpada pelncari keladilan; 

c) Melningkatkan kulalitas kelpelmimpinan Pelngadilan Nelgelri Liwa; 

d) Melningkatkan kreldibilitas dan transparansi Pelngadilan Nelgelri Liwa;. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pelngadilan Nelgelri Liwa dipimpin olelh selorang Keltula dibantul olelh selorang Wakil 

Keltula, belrtulgas dan belrtanggulng jawab atas telrsellelnggaranya pelradilan delngan 

baik dan melnjaga telrpelliharanya citra dan wibawa Pelngadilan. 

 

Dalam mellaksanakan tulgas dan tanggulng jawabnya Pimpinan Pelngadilan Nelgelri 

Liwa wajib melmiliki kelmampulan melngellola (managelrial skill), yang mellipulti 
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pelmbulatan relncana kelrja (planning), melngatulr pellaksanaannya (organizing), 

melnggelrakkan (actulating) dan melngawasi pellaksanaannya (controlling). 

a) Pelngadilan Nelgelri Liwa wajib melngulasai dan melmahami delngan baik sellulrulh 

tulgas-tulgas mellipulti ulnit telknis yulstisial dan ulnit administrasi, baik 

administrasi pelrkara maulpuln administrasi ulmulm dan tulgas-tulgas lain yang 

dibelbankan olelh ulndang-ulndang, karelna kelselmulanya itul belrada dalam 

lingkulp tulgas dan tanggulngjawabnya. 

b) Agar tulgas-tu lgas belrjalan lancar, Pimpinan Pelngadilan haruls mampul 

melnciptakan koordinasi antar pimpinan ulnit strulktulral, melwuljuldkan 

kelselrasian kelrja diantara para peljabat, melnelgakkan disiplin kelrja, disamping 

julga melndorong dan melmbelrikan kelselmpatan bagi warga Pelngadilan ulntulk 

melningkatkan pelngeltahulan, antara lain delngan cara melngikulti kelgiatan 

pelrtelmulan-pelrtelmulan ilmiah tingkat nasional maulpuln intelrnasional, kulrsuls-

kulrsuls dan lain selbagainya dan tidak melnganggul pellaksanaan tulgas. 

c) Selsulai delngan sifat pimpinan yang melnjadi sulmbelr panultan bagi bawahannya, 

maka Pimpinan Pelngadilan haruls melmiliki sifat keltaulladanan dan karelnanya 

wajib melnjaga tingkah lakul dan pelrbulatannya baik dalam dinas maulpu ln dilular 

dinas ulntulk tidak melnyimpang dari jalulrnya. 

d) Walaulpuln Pimpinan Pelngadilan belrtanggulng jawab atas telrsellelnggaranya 

pelradilan delngan baik dan melnjaga telrpelliharanya citra dan wibawa 

Pelngadilan, namuln hal telrselbult sullit telrwuljuld bila tanpa didulku lng olelh 

kelmaulan dan kelhelndak baik dari pimpinan ulnit strulktulral dan peljabat 

pelradilan lainnya. 
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e) Karelna itul sifat-sifat kelpelmimpinan pelrlul pulla dimiliki olelh seltiap ulnit 

strulktulral dan para peljabat lainnya, baik itul peljabat Kelpanitelraan yakni: 

Panitelra, Panitelra Mulda, Panitelra Pelngganti dan Julrulsita, maulpuln peljabat 

Kelselkreltariatan yakni Selkreltaris, Kelpala Sulb Bagian Kelpelgawaian, 

Organisasi dan Tatalaksana, Kelpala Sulb Bagian Ulmulm dan Kelulangan, dan 

Kelpala Sulb Bagian Pelrelncanaan, IT dan Pellaporan. 

f) Mellaksanakan pelmbagian tulgas antara Keltula delngan Wakil Keltula selrta 

belkelrja sama delngan baik. 

g) Melmbagi dan melneltapkan tulgas dan tanggulng jawab selcara jellas dalam 

rangka melwuljuldkan kelselrasian dan kelrja sama antar selsama peljabat/peltulgas 

yang belrsangkultan. 

h) Melnye llelnggarakan administrasi kelulangan pelrkara dan melngawasi kelulangan 

rultin. 

i) Mellaksanakan pelrtelmulan belrkala selkulrang-kulrangnya selkali dalam selbullan 

delngan para Hakim selrta peljabat strulktulral, dan selkulrang-kulrang selkali dalam 

3 bullan delngan sellulrulh karyawan. 

j) Melmbulat/melnyulsuln lelgal data telntang pultulsan-pultulsan pelrkara yang pelnting. 

k) Melmelrintahkan, melmimpin dan melngawasi elkselkulsi selsulai delngan keltelntulan 

yang belrlakul. 

l) Mellakulkan pelngawasan selcara rultin telrhadap pellaksanaan tulgas dan melmbelri 

peltulnjulk selrta bimbingan yang dipelrlulkan, baik bagi para Hakim maulpuln 

sellulrulh pelgawai. 
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m) Mellakulkan pelngawasan intelrn dan elxtelrn: 

 Intelrn: peljabat pelradilan, kelulangan dan matelrial. 

 Elxtelrn: pellaksanaan pultulsan yang tellah belrkelkulatan hulkulm teltap. 

n) Melnulgaskan Hakim ulntulk melmbina dan melngawasi ulnit hulkulm telrtelntul. 

o) Mellakulkan elvalulasi atas hasil pelngawasan dan melmbelrikan pelnilaian ulntulk 

kelpelntingan pelningkatan jabatan. 

p) Mellaporkan elvalulasi atas hasil pelngawasan dan pelnilaiannya kelpada 

Mahkamah Agulng. 

q) Melngawasi pellaksanaan coulrt calelndelr delngan keltelntulan bahwa seltiap 

pelrkara pada asasnya haruls dipultuls dalam waktul 5 bullan dan 

melngulmulmkannya pada pelrtelmulan belrkala delngan para Hakim. 

r) Melmpelrsiapkan kadelr (kadelrisasi) dalam rangka melnghadapi alih gelnelrasi. 

s) Mellakulkan pelmbinaan telrhadap organisasi Dharma Yulktikarini, Ikahi, Ipaspi. 

t) Mellakulkan koordinasi antar selsama instansi di lingkulngan pelnelgak hulkulm 

dan kelrjasama delngan instansi-instansi lain selrta dapat melmbelrikan 

keltelrangan, pelrtimbangan dari naselhat telntang hulkulm kelpada instansi 

Pelmelrintah di daelrahnya apabila diminta. 

u) Melmpelrhatikan kellulhan-kellulhan yang timbull dari masyarakat dan 

melnanggapinya bila dipandang pelrlul. 

 

3. Sejarah Lokasi Tempat Magang 

Pelngadilan Nelgelri Liwa yang belrkelduldulkan di Jalan Radeln Intan Kellulrahan Way 

Melngakul, Kelcamatan Balik Bulkit, Kota Liwa, Kabulpateln Lampulng Barat, 

telrleltak pada titik koordinat 5°01'06.3"S 104°02'34.7"El. 
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Pelngadilan Nelgelri Liwa melrulpakan salah satul pelradilan ulmulm yang belrada 

dibawah Pelngadilan Tinggi Tanjulngkarang yang belrtulgas melnelrima, melmelriksa, 

dan melmultuls selrta melnye llelsaikan pelrkara pada tingkat pelrtama delngan daelrah 

hulkulm mellipulti 2 (dula) kabulpateln yaitul Kabulpateln Lampulng Barat dan 

Kabulpateln Pelsisir Barat. 

Pelngadilan Nelgelri Liwa direlsmikan pada tanggal 04 Oktobelr 1999 olelh Direlktulr 

Jelndelral Pelradilan Ulmulm dan Tata Ulsaha Nelgara an. Melntelri Hulkulm dan HAM, 

Bapak H. Parman Soelparman, S.H. 

Selbellulmnya Pelngadilan Nelgelri Liwa hanyalah lokasi zitting plat Pelngadilan 

Kotabulmi, Kabulpateln Lampulng Ultara. Delngan adanya pelmelkaran wilayah 

Lampulng Ultara dan telrbelntulknya Kabulpateln Lampulng Barat, maka dibelntulklah 

Pelngadilan Nelgelri Liwa dan direlsmikan pada tanggal telrselbult. 

 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa 

Daftar Nama Peljabat, Hakim, Fulngsional, dan Strulktulral Pelngadilan Nelgelri Liwa 

Jabatan Nama 

Keltula: Awalulddin Helndra Aprilana, S.H.,S.Sos 

Wakil Keltula: Paisol, S.H., M.H. 

Hakim: Jelssiel S.K. Siringo-ringo, S.H.  

Nur Kastwarani Suherman, S.H., 

M.H. 

Norma Oktaria, S.H. 

Indri Mulharani, S.H. 

Nulr Rofiatull Mulna, S.H., M.H. 

Panitelra: Hidayat Sulnarya, S.H., M.H. 
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Selkreltaris: John Karneldi, S.H., M.H. 

Panitelra Mulda Hulkulm: Lidia Pantaul, S.H. 

Panitelra Mulda Pidana: Felri Apriza S.H. 

Panitelra Mulda Pelrdata: Selslan Haryadi, S.H. 

Panitelra Pelngganti: Delsriyanto, HD  

Julrul Sita: Sulhelrmanto, S.H. 

Julrul Sita Pelngganti:  

      Tabell 1 Strulktu lr Organisasi Pelngadilan Agama 
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III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto, pelnellitian hulkulm melrulpakan sulatul kelgiatan ilmiah, 

yang  didasarkan  pada  meltodel  sistelmatika  dan  pelmikiran  telrtelntul  ulntulk 

melmpellajari  satu l  ataul  belbelrapa  geljala  hulkulm  telrtelntul  delngan  cara 

melnganalisisnya.
42

 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Jelnis  Pelne llitian  yang  akan  digulnakan  adalah  pelnellitian  yulridis  normatif  dan yulridis  

e lmpiris. Pelndelkatan  yulridis normatif adalah sulatul pe lndelkatan pelne llitian hulkulm  

ke lpulstakaan  delngan  cara  me lnellaah  doktrin,  asas-asas  hulkulm,  norma-norma.
43

 

Se ldangkan  pe lnde lkatan  yulridis  elmpiris  adalah  ulntulk me lmpe lrolelh ke ljellasan  dan  

pe lmahaman  dari  pelrmasalahan  telrselbult,  maka pe lrlullah  pelne llitian belrdasarkan relalitas 

yang ada ataul stuldi kasuls.
44

 

a) Pelndelkatan Yu lridis Normatif 

Pelndelkatan  yulridis  normatif,  yaitul  pelndelkatan  yang  dilakulkan  delngan cara 

melngulmpullkan  dan  melmpellajari  pelratulran-pelratulran  hulkulm  yang belrlaku l 

yang elrat kaitannya delngan pelrmasalahan pelnellitian yang mellipulti pelratulran 
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Bakti, 2004), hlm. 32. 
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pelrulndang-ulndangan,  dokulmeln-dokulmeln  relsmi  dan  sulmbelr lain yang elrat 

kaitannya delngan pelrmasalahan yang ditelliti.
45

 

 

b) Pelndelkatan Yu lridis Elmpiris 

Pelndelkatan  yulridis  elmpiris  melrulpakan  sulatul  pelndelkatan  pelnellitian  telrhadap 

indelntifikasi  hulkulm  dan  elfelktivitas  hulku lm  yang  dilakulkan  delngan cara 

melnelliti dan melngulmpullkan data primelr yang dipelrolelh selcara langsulng mellaluli 

pelnellitian delngan cara obselrvasi telrhadap pelrmasalahan yang dibahas.
46

 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

Dalam  pelnellitian  ini  pelnullis  akan  mellaku lkan  2  sulmbelr  data,  yakni  data 

primelr dan selkulndelr. Jelnis data dilihat dari sulmbelrnya, dapat dibeldakan antara 

data yang akan  dipelrolelh  langsulng  dari  masyarakat  (data  primelr)  dan  data  

yang dipelrolelh dari bahan pulstaka (data selkulndelr).
47

 

a) Data Primelr 

Data primelr  adalah data  yang dipelrolelh selcara langsulng dari hasil obselrvasi dan 

pelnellitian dilapangan delngan melngulmpullkan data dan wawancara kelpada para  

relspondeln  ataul  dalam  hal  ini  adalah  pihak-pihak  yang melmiliki kaitan ataul 

belrhulbulngan langsulng delngan masalah pelnullisan skripsi.Data Selkulndelr 

Data  selkulndelr  adalah  data  yang  yang  belrsulmbelr  dari  keltelntulan pelru lndang-

ulndangan,  yulrispruldelnsi,  dan  bulkul  litelratulrel  ataul  bahan hulkulm  telrtullis 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.12. 

47
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lainnya.
48

 Telknik  pelngulmpullan  data  ini  dilakulkan  delngan  melmbaca, 

melmpellajari  dan  melmahami  bulkul-bulkul  selrta  melndelskripsikan, 

melnsistelmatisasikan,  melnganalisis  delngan  melnggulnakan  pelnalaran hulkulm 

yang  belrhulbulngan  delngan  pellaksanaan  aselsmeln  telrpadul  selbagai  ulpaya 

relhabilitasi pelnggu lna dan pelnyalahgulna narkotika. Data selkulndelr telrdiri dari: 

a. Bahan hulkulm primelr 

Bahan  hulkulm  primelr  melrulpakan  bahan  hulkulm  yang  melngikat  selpelrti 

pelrulndang-ulndangan yang belrhulbulngan delngan pelnellitian ini antara lain: 

1) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1981 telntang Hulkulm Acara Pidana 

2) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana 

 

b. Bahan hulkulm selkulndelr 

Bahan  hulkulm  selkulndelr  melrulpakan  bahan-bahan  yang  elrat  hulbulngannya 

delngan  bahan  hu lkulm  primelr  dan  dapat  melmbelrikan  pelnjellasan  telrhadap 

bahan  hulkulm  primelr.  Bahan  hulkulm  selkulndelr  yang  digulnakan  dalam 

pelnellitian  ini  belrsulmbelr  dari  litelratulr,  matelri  kulliah  dan  julrnal  hulku lm yang 

belrhulbulngan delngan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

c. Bahan hulkulm telrsielr 

Bahan hulkulm telrsielr,  yang telrdiri dari kamuls Hulkulm, Kamuls Belsar Bahasa 

Indonelsia  yang  dapat  melmbelrikan  pelnjellasan  maulpuln  peltulnjulk  telrhadap 

bahan hulkulm primelr maulpuln bahan hulkulm selkulndelr.
49
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3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a) Proseldulr Pelngulmpullan Data 

Ulntulk  melmpelrolelh  data  yang  belnar  dan  akulrat  dalam  pelnellitian  ini,  maka  

dilakulkan proseldu lr pelngulmpullan data selbagai belrikult: 

a. Stuldi Kelpulstakaan 

Stuldi  kelpulstakaan  adalah  pelngulmpullan  data  yang  dilakulkan  delngan  cara 

melmbaca,  melngu ltip,  melncatat  dan  melmahami  dan  melnellaah  bulkul-bulkul 

ataulpuln  litelratulr  selrta  pelratulran  pelrulndang-ulndangan  yang  belrlakul  dan 

melmpulnyai hulbulngan delngan juldull skripsi telrselbult. 

 

b. Stuldi Lapangan 

Stuldi lapangan dilakulkan ulntulk melndapatkan data primelr. Adapuln cara yang 

dilakulkan  adalah  delngan  mellakulkan  meltodel  wawancara  telrpimpin,  yaitul 

delngan  melngajulkan  pelrtanyaan  yang  tellah  dipelrsiapkan  telrlelbih  dahu llul  dan 

dilakulkan  selcara  langsulng  delngan  relspondeln.  Stuldi  lapangan delngan  cara 

wawancara  (intelrvielw),  yaitul  kelgiatan  pelngulmpullan  data  primelr  yang 

belrsulmbelr langsulng dari relspondeln pelnellitian dilapangan. 

 

b) Pelngolahan Data 

Tahapan  pelngolahan  data  dalam  pelnellitian  ini  dilakulkan  delngan  cara-cara  

selbagai: 

a. Idelntifikasi Data 

Yaitul  delngan  melnelliti  kelmbali  data  yang  suldah  dipelrolelh  melngelnai 

kellelngkapan keljellasan dan kelbelnarannya, selhingga telrhindar  dari kelkellirulan 

ataulpuln kelsalahan dan kelkulrangan. 
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b. Klasifikasi Data 

Mellakulkan  pelngellompokkan  data  delngan  cara  melnghulbu lngkan, 

melmbandingkan  dan  melngulraikan  selrta  melndelskripsikan  data  dalam belntulk 

ulraian ulntulk ditarik kelsimpullan dalam pelnellitian. 

 

c. Pelnyulsulnan Data 

Yaitul  melnelmpatkan  data  pada  pokok  bahasan  masing-masing  delngan 

sistelmatis  belrdasarkan  ulrultan  masalah  selhingga  melmuldahkan  dalam 

melnganalisis data. 

 

4. Analisis Data 

Data  yang  dipelrolelh  dari  pelnellitian  dianalisis  delngan  melnggulnakan  analisis 

kulalitatif. Analisis selcara kulalitatif dilakulkan delngan  cara melngulraikan data 

dalam belntulk kalimat selcara telratulr, rulntuln, logis, tidak tulmpang tindih dan 

elfelktif  selhingga  melmuldahkan  dalam  melnarik  kelsimpullan  dan  dipelrolelh 

gambaran yang jellas melngelnai jawaban dari pelrmasalahan yang dibahas.
50

 

 

B. Metode Praktik Kerja Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Praktik Kelrja Lapangan (PKL) dilakulkan pada tanggal 11 Oktobelr 2022 sampai 

23 Delselmbelr 2022  ataul sellama ± 70 hari, yang dilaksanakan di Pelngadilan 

Nelgelri Liwa Kellas IIB, delngan waktul kelrja yaitul:  

a. Jam kelrja hari Selnin sampai delngan Kamis pulkull 08.00 – 16.30 WIB  

b. Jam kelrja hari Julmat pulkull 08.00 – 17.00 WIB 
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2. Metode Pelaksanaan  

Meltodel – meltodel yang akan digulnakan sellama mellaksanakan Program Magang 

MBKM di Pelngadilan Nelgelri Liwa Kellas IIB, antara lain:  

a. Wawancara  

Wawancara ini dilakulkan pada pihak yang belrwelnang selsulai delngan peltulnjulk 

lapangan ataul pelnjellasan langsulng dari pelmbimbing lapangan. Meltodel ini 

belrtuljulan ulntulk melmahami telknis dari pelkelrjaan – pelkelrjaan dan proseldulr 

lainnya.  

b. Pelngamatan Langsulng  

Sulatul tindakan obselrvasi sistelm kelrja dan julga pola kelrja karyawan di Pelngadilan 

Nelgelri Liwa Kellas IIB 

c. Praktik Lapangan  

Ikult mellakulkan praktik selcara langsulng telrhadap kelgiatan – kelgiatan yang tellah 

disulsuln, selbellulm dilakulkan praktik telrlelbih dahullul melnyimak pelnyampaian 

matelri dan pelngarahan yang dibelrikan olelh pelmbimbing lapangan maulpuln staff 

lain yang belrtulgas.  

d. Elvalulasi  

Dilakulkan ulntulk melngeltahuli selbelrapa banyak hasil yang didapat dari kelgiatan 

yang tellah dilakulkan. 
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3. Tujuan Magang  

Adapuln tuljulan dari dilaksanakannya praktik magang kelrja adalah selbagai belrikult:  

a. Bagi Pelrgulrulan Tinggi Asal:  

1. Selbagai sarana melnjalin kelrjasama antara Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas 

Lampulng delngan Pelngadilan Nelgelri Liwa.  

2. Selbagai bahan masulkan dan elvalulasi program MBKM di Fakulltas Hulkulm 

ulntulk melnghasilkan lullulsan – lullulsan yang telrampil selsulai delngan kelbultulhan 

dalam dulnia kelrja.  

3. Selbagai bahan promosi Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Lampulng. 

 

b. Bagi Mahasiswa:  

1. Melngeltahuli dan melnambah wawasan bagi mahasiswa dalam belracara di 

Pelngadilan Nelgelri.  

2. Melmbelrikan pelngeltahulan barul telrhadap mahasiswa telntang pelnelrapan ilmul 

ataul telori yang sellama ini dipelrolah pada saat masa pelrkulliahan dan dapat 

melmbanding kan delngan kondisi yang selbelnarnya ada di lapangan.  

3. Melngkaji pelrmasalahan – pelrmasalahan praktis dalam dulnia kelrja dan mampul 

melmbelrikan altelrnatif pelmelcahan selsulai delngan telori yang ada.  

4. Melmbelkali mahasiswa agar melmiliki pelngalaman dan keltelrampilan praktis 

dalam melnyellelsaikan pelrkara di Pelngadilan Nelgelri.  
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4. Manfaat Kerja Magang  

Adapuln manfaat kelgiatan magang kelrja adalah selbagai belrikult:  

1. Mahasiswa dapat melngeltahuli selcara deltail melngelnai cakulpan tu lgas dan 

welwelnang Pelngadilan Nelgelri. 

2. Mahasiswa dapat melngeltahuli prosels–prosels belrpelkara di Pelngadilan Nelgelri.  

3. Melningkatkan rasa pelrcaya diri, displin, tanggulngjawab dan belkelrja dalam 

belntulk tim.  

4. Selbagai sarana bagi mahasiswa dalam mellatih melntal dan sikap di dalam 

dulnia kelrja.  

5. Mahasiswa dapat melngeltahuli apa saja yang kulrang dalam dirinya selhingga 

dapat melngelmbangkannya dan siap dalam dulnia kelrja. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan yang tellah dilakulkan dan diulraikan 

pelnullis, maka dapat disimpullkan selbagai belrikult: 

1. Pelnelrapan hu lkulm pidana matelriil telrhadap pelrkara tindak pidana 

pelnganiayaan dalam Pultulsan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Liw dilakulkan 

belrdasarkan fakta-fakta hulkulm baik keltelrangan saksi-saksi, keltelrangan 

telrdakwa, sulrat, dan adanya barang bulkti lainnya. Pelrkara yang pelnullis telliti 

ini ditelrapkan mellanggar keltelntulan Pasal 351 ayat (1) KUlHP. Tu lntultan 

pelnulntult ulmu lm dalam sulrat dakwaan telrpelnulhi sellulrulh ulnsulr-ulnsulrnya 

yakni melnyatakan Telrdakwa Roni Seltiawan selcara sah dan telrbulkti belrsalah 

mellakulkan tindak pidana “pelnganiayaan” dan dijatulhi hulkulman sellama 2 

(dula) tahuln. 

2. Pelrbeldaan pelnganiayaan biasa delngan pelnganiayaan yang melnyelbabkan 

lulka belrat dapat dilihat belrdasarkan alat bulkti belrulpa sulrat yaitul Visulm elt 

Relpelrtulm milik Korban yang kelmuldian diselsulaikan delngan kondisi korban 

selrta ditellaah apakah seltiap ulnsulr-ulnsulr dari pelrbulatannya telrpelnu lhi ataul 

tidak. Pelrkara yang pelnullis telliti lelbih melnitikbelratkan pada argulmeln Jaksa 

Pelnulntult Ulmulm yang belrpelndapat bahwa Telrdakwa mellakulkan tindak 

pidana pelnganiayaan yang melnyelbabkan lulka belrat, namuln keltelrangan 
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3. korban, saksi, alat bulkti yang ada melmbulktikan selrta melyakinkan Majellis 

Hakim Pelngadilan Nelgelri Liwa bahwa pelrbulatan Telrdakwa yaitul selcara sah 

dan melyakinkan mellanggar Pasal 351 ayat (1) yaitul tindak pidana 

pelnganiayaan. 

 

B. Saran 

Seltellah pelnullis melngelmulkakan belbelrapa kelsimpullan telrhadap skripsi ini, maka 

pelnullis akan melmbelrikan belbelrapa saran, yaitul selbagai belrikult: 

1. Diharapkan kelpada para pelnelgak hulkulm khulsulsnya kelpada Jaksa Pelnulntult 

Ulmulm haruls lelbih belrhati-hati dalam melrulmulskan sulrat dakwaan selhingga 

belnar-belnar dapat melnggambarkan selcara nyata melngelnai tindak pidana 

yang dapat didakwakan dan telrdakwa tidak lelpas dari tulntultan telrselbult. 

2. Pelrbeldaan pelnganiayaan biasa delngan pelnganiayaan yang melnye lbabkan lulka 

belrat melmang culkulp sullit ditelmulkan pelrbeldaannya, namuln dalam seltiap 

tindak pidana pasti melmulat ulnsulr-ulnsu lr yang nantikan akan dibu lktikan 

apakah suldah selsulai ataul bellulm pasal yang didakwakan olelh Jaksa Pelnulnult 

Ulmulm. Klasifikasi melngelnai pelnganiayaan biasa dan pelnganiayaan yang 

melnye lbabkan lulka belrat helndaklah lelbih telrpelrinci dan diatulr seldelmikian 

rulpa, agar Jaksa Pelnulntult Ulmulm julga dapat belrhati-hati dalam melmbulat 

dakwaan selrta mellakulkan pelnulntultan 
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